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Hastin Tafrihana Pratiwi. E.0006143. 2010. TINJAUAN HUKUM ISLAM 
TENTANG PENANGGUNGAN RISIKO BARANG JAMINAN PADA 
PEGADAIAN SYARIAH 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang 
barang jaminan pada pegadaian syariah dan bertujuan untuk mengetahui tinjauan 
hukum islam tentang penanggungan risiko barang jaminan pada pegadaian 
syariah. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, 
mengkaji mengenai penanggungan risiko barang jaminan pada pegadaian syariah. 
Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan 
pendekatan konseptual. Jenis data penelitian yang digunakan meliputi data 
sekunder. Teknik pengumpulan sumber data penelitian yang digunakan yaitu studi 
kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang jaminan pada pegadaian syariah 
telah sesuai dengan hukum Islam, namun sebenarnya  dalam hukum Islam tidak 
terbatas pada barang bergerak saja tetapi juga barang tidak bergerak. 
Penanggungan risiko barang jaminan pada pegadaian syariah telah sesuai dengan 
syariat hukum Islam bahwa jika marhun rusak atau hilang yang disebabkan oleh 
kelengahan murtahin, maka murtahin menanggung risiko, memperbaiki 
kerusakan atau mengganti kehilangan. 
Untuk mengurangi risiko yang terjadi pada pegadaian syariah, hendaknya 
pegadaian syariah melakukan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia 
guna memberikan pelayanan yang terbaik. Selain itu, juga perlu meningkatkan 
pengamanan dan pemeliharaan terhadap marhun. 
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ABSTRACT 
Hastin Tafrihana Pratiwi. E0006143. 2010. REVIEW OF ISLAMIC LAW  
ABOUT GUARANTEES ON RISK OF PAWNING OBJECT AT SHARIA 
PAWNSHOP 
This study aims to find a review of Islamic law on the pawning object at 
sharia pawnshop and aims to find a review of Islamic law on the guarantees on 
risk of pawning object at sharia pawnshop. 
This study is a prescriptive normative laws research, review of  risk guaranty 
of pawning object at sharia pawnshop. Research approach in this research is a 
statute approach and conceptual approach. Type of research data used consisted of 
secondary data. Source of research data collection techniques used is library 
research. The data analysis techniques used in this research is cualitative analysis. 
The results showed that pawning object at sharia pawnshop has been in 
accordance with Islamic law,but actually in Islamic law isn’t limited to moving 
goods but also not to moving goods. Guarantees on risk of pawning object at 
sharia pawnshop has been in accordance with Islamic law that if marhun damaged 
or lost caused by careless murtahin, therefore murtahin bear the risk, repair 
damage or replace loss. 
To substarch risk at sharia pawnshop, hendaknya  sharia pawnshop to do 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi saat ini sangat berpengaruh 
pada tiap individu manusia yang semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya sehari-hari. Penggunaan produk keuangan pun tidak mungkin 
dihindari, baik produk keuangan yang berasal dari lembaga keuangan bank 
maupun non-bank. Keduanya menawarkan manfaat yang menjanjikan. Selain 
terciptanya kemudahan dalam melakukan transaksi dan memberikan fungsi 
proteksi, lembaga keuangan juga merupakan sarana investasi yang tepat serta 
mampu bersifat fleksibel dalam menghadapi tuntutan masyarakat. Dikatakan 
bersifat fleksibel karena lembaga keuangan kini mencoba memasukkan nilai-
nilai kerohanian dalam sistemnya, yaitu nilai-nilai yang dibutuhkan masyarakat 
dalam menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat mereka. Oleh karena itu, 
lembaga keuangan sangat berperan penting dalam pengembangan dan 
pertumbuhan masyarakat modern. 
Di Indonesia, munculnya berbagai lembaga keuangan berbasis syariah kini 
tengah menjadi fenomena kontemporer yang telah memberikan warna dalam 
perekonomian. Salah satunya adalah dengan munculnya pegadaian syariah. 
Pegadaian merupakan salah satu dari lembaga keuangan non-bank di Indonesia 
yang ditangani oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Keuangan. 
Pegadaian bergerak dibidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat 
atas dasar hukum gadai dengan jaminan benda bergerak. Pada dasarnya transaksi 
pembiayaan yang dilakukan oleh pegadaian sama dengan prinsip peminjaman 
melalui lembaga perbankan, namun yang membedakannya adalah dasar hukum 
yang digunakan yaitu hukum gadai. Peter J. Drake berpendapat terbentuknya 

















































From the earliest times, traditional codes of law buttressed the importance of 
indebtedness and its inevitable consequences of bondage and debt slavery for 
those peasants who could not make ends meet. It was easy to fall into such 
situations because of high rates of interest resulting from low savings and scarce 
capital in the agricultural economy. Peter Boomgaard traces the history of debt, 
interest, and bondage within legal frameworks from 1400 to 1800. Feudal laws 
still pertained as the economy moved increasingly from agriculture to trade and 
commerce. With Dutch colonization came further laws that promoted the 
documentation and enforcement of debt contracts. Thus, there was long-run 
continuity in the legal and political regulation of credit. The institutional legacy 
of the colonists also included cooperative societies, which were introduced 
around 1901. Indonesians took readily to cooperatives because they were 
compatible with indigenous traditions of collectivism (Peter J. Drake, 2010: 107). 
Menurut keterangan di atas dapat diartikan bahwa: 
Zaman dahulu, hukum tradisional menopang pentingnya hutang dan 
merupakan konsekuensi dari perbudakan hutang yang tidak dapat 
dihindarkan bagi petani yang tidak dapat memenuhi kebutuhan. Dalam 
ekonomi yang berbasis agrikultural sangat mudah untuk berada dalam 
situasi ini karena bunga pinjaman yang tinggi yang menyebabkan 
rendahnya nilai simpanan. Peter Boomgaard mencatat sejarah tentang 
hutang, bunga, dan perbudakan dalam kerangka kerja hukum pada tahun 
1400-1800. Hukum feodal berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan 
ekonomi dari pertanian, perdagangan, dan perniagaan. Dengan 
datangnya penjajahan Belanda membawa hukum lebih lanjut mengenai 
dokumentasi dan penegakan kontrak hutang. Maka, ada kesinambungan 
jangka panjang dalam peraturan hukum dan politik tentang kredit. Hal 
tersebut merupakan warisan kelembagaan koloni dan termasuk koperasi 
masyarakat, yang diperkenalkan sekitar 1901. Indonesia mengadopsi 
ketentuan tersebut karena sesuai dengan tradisi/adat. 
Unit layanan pegadaian syariah bermula dari terbitnya PP No.10 tanggal 1 
April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu 
hal yang perlu dicermati bahwa PP Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan misi 

















































berubah hingga terbitnya PP Nomor 103 Tahun 2000 yang dijadikan sebagai 
landasan kegiatan usaha Perum Pagadaian sampai sekarang. Sejarah pendirian 
pegadaian syariah itu sendiri tidak dapat terlepas dari keinginan masyarakat 
untuk melaksanakan akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan 
pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang 
sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Dalam hukum Islam itu sendiri 
telah diatur kaidah-kaidah mengenai hutang-piutang. Islam memberikan 
perlindungan yang adil terhadap diri yang berhutang dan yang memberi 
pinjaman, yaitu adanya pemberlakuan barang gadai sebagai jaminan.  
Pemberian kredit gadai adalah pemberian pinjaman berdasarkan hukum 
gadai dengan prosedur pelayanan yang cepat, sederhana dan mudah. Gadai 
sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu 
kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai 
jaminan terhadap utangnya itu. Hampir semua benda bergerak dapat dijadikan 
sebagai jaminan, seperti emas, mobil, sepeda, sepeda motor, barang elektronik, 
alat-alat rumah tangga, kain dan lain-lain. Barang yang dijadikan jaminan 
tersebut pada dasarnya tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai 
oleh penerima gadai. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI 
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn bahwa “penerima barang 
(murtahin) yaitu pegadaian syariah mempunyai hak untuk menahan marhun 
(barang jaminan) sampai semua hutang nasabah (rahin) dilunasi”.  
Fasilitas gadai biasanya diberikan kepada petani, nelayan, ibu rumah tangga, 
pedagang dan lain-lain yang membutuhkan dana cepat untuk membiayai 
kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar nasabah atau pengguna jasa lembaga gadai 
dalam hal ini Perum Pegadaian tadi merupakan masyarakat golongan ekonomi 
kecil, maka perlu diusahakan hubungan kepercayaan yang baik diantara nasabah 
dengan pihak Perum Pegadaian. Hal ini mengingat bahwa obyek benda yang 
dijadikan jaminan biasanya merupakan barang yang mempunyai arti relatif 

















































penting ditekankan mengenai pelaksanaan tanggungjwab pemegang gadai 
terhadap barang gadai.  
Dalam praktek di Perum Pegadaian Syariah permasalahan yang kadang 
terjadi adalah kemungkinan pada waktu pelunasan terhadap kredit, barang 
jaminan yang akan diambil oleh pemberi gadai (nasabah) ternyata rusak ataupun 
hilang yang misalnya disebabkan karena terbakar, basah, atau kelalaian petugas 
yang menyebabkan kerugian bagi pemberi gadai (nasabah) yang bersangkutan. 
Selain itu, permasalahan lain yang mungkin timbul dalam praktek di Perum 
Pegadaian adalah barang jaminan yang dimasukkan merupakan hasil kejahatan, 
seperti pencurian dan pemilik barang yang sesungguhnya menuntut 
pengembalian barang tersebut. 
Dalam hal terjadi permasalahan-permasalahan yang demikian, Pegadaian 
syariah sebagai pihak yang menguasai barang jaminan tersebut bertanggung 
jawab sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak debitur, maupun pemilik 
barang. Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan 
penulisan hukum dalam rangka tugas akhir dengan judul: 
“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENANGGUNGAN RISIKO 
BARANG JAMINAN PADA PEGADAIAN SYARIAH” 
B. Rumusan Masalah 
 
Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangatlah penting, yaitu untuk 
menegaskan dan membatasi pokok masalah sehingga mempermudah penulis 
dalam mencapai sasaran. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan 
sebelumnya, peneliti merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun 
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang barang jaminan pada pegadaian 
syariah ? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penanggungan risiko barang 


















































C. Tujuan Penelitian 
 
Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban 
atas permasalahan yang dihadapai (tujuan objektif) dan untuk memenuhi 
kebutuhan (tujuan subjektif). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang barang jaminan pada 
pegadaian syariah. 
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penanggungan risiko 
barang jaminan pada pegadaian syariah. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk memperoleh data dan pengetahuan sebagai hasil penelitian untuk 
menjawab permasalahan yang ada dalam rangka penyusunan skripsi yang 
merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di 
bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pemahaman akan arti penting 
ilmu hukum dalam teori dan praktek. 
c. Untuk melengkapi persyaratan dalam rangka meraih gelar kesarjanaan 
dibidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan 
dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun orang lain. Adapaun manfaat 
yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain: 

















































a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum 
pada umumnya dan Hukum Ekonomi Islam pada khususnya. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan masukan 
bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak yang 
berkepentingan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Meningkatkan dan mengembangkan pola pikir serta kemampuan penulis 
mengenai permasalahan yang dikaji. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman 
dan solusi terhadap permasalahan yang diteliti. 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 
hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan preskriptif ilmu hukum. Berbeda 
dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang 
menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, 
penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep 
baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter 
Mahmud Marzuki, 2006: 35).  
Sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggung 
jawabkan yakni peneliti harus lebih dulu memahami konsep dasar ilmu 
pengetahuan (yang berisi sistem dan ilmunya). Selanjutnya baru penguasaan 
metodologi penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah terhadap komunitas 
pengembang ilmu hukum (Johnny Ibrahim, 2008: 25-26). 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif 

















































yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, 
untuk penelitian ini penulis hanya menjawab isu hukum dalam lapisan 
dogmatig hukum. Di mana penelitian hukum terdiri dari: a) penelitian pada 
ranah dogmatig hukum, yaitu penelitian hukum berkaitan dengan fakta hukum 
yang dihadapi; b) penelitian pada ranah teori hukum, yaitu isu hukum dalam 
penelitian tersebut harus mengandung konsep hukum; c) penelitian pada ranah 
filsafat hukum, yaitu untuk memahami isu hukum yang berkaitan dengan asas 
hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 65-77). 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat preskripstif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat 
preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, 
validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. 
Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-
ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud 
Marzuki, 2006: 22).  
3. Pendekatan Penelitian 
Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian 
hukum normatif, maka di dalam penelitian hukum terdapat beberapa 
pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (statute aproach), pendekatan 
historis (historical approach), pendekatan comparatif (comparative approach) 
dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 
2006: 93). Pendekatan yang digunakan dan dilakukan di dalam penelitian 
hukum ini adalah: 
a. Pendekatan undang-undang (statute approach), yang dilakukan dengan 
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 
dengan isu hukum yang sedang ditangani; 
b. Pendekatan konseptual (conceptual approach), beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum 

















































4. Jenis Data 
Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari 
sumbernya atau yang tidak diperoleh secara langsung dari masyarakat tetapi 
dari bahan pustaka. Data sekunder antara lain, mencakup semua publikasi 
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi 
tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal 
hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud 
Marzuki, 2006: 141). 
5. Sumber Data  
Dalam penelitian hukum ini dipergunakan jenis data sekunder, yang dari 
sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam beberapa sumber data, 
yaitu: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, 
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari 
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud 
Marzuki, 2006:141). Bahan hukum primer yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD); 
3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian; 
4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan 
Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian; 
5) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian; 

















































7) Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum 
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud, 2006: 
141). Sebagai pendukung dari data yang akan digunakan dalam penelitian 
ini yaitu terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, internet, 
sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 
contohnya adalah kamus atau ensiklopedia, indeks kumulatif, dan 
seterusnya. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah studi kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data dengan 
jalan membaca literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang 
dibahas berdasarkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-
buku, internet, jurnal. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan 
sebagai data penunjang dalam penulisan hukum ini.   
7. Teknik Analisis Data 
Teknik analisa merupakan kegiatan lanjutan setelah penulis memperoleh 
bahan-bahan yang diperlukan untuk membedah suatu permasalahan. Teknik 
analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data 
kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara 
tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari 
sebagai sesuatu yang utuh. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data 
hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-

















































bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan 
konstruksi (Soerjono Soekanto, 2006: 250-251). 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
  Dalam penulisan hukum ini penulis menguraikan dalam bagian-bagian yang 
akan dibahas menjadi beberapa bab yang dapat saling terkait secara sistematis, 
terarah, dan mudah dimengerti sehingga saling mendukung dan menjadi satu 
kesatuan yang bulat dan utuh, guna memberikan arahan dan gambaran penulisan 
hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN  
Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan 
hukum. 
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kerangka teori 
yang berisi tinjauan umum tentang hukum Islam, tinjauan umum 
tentang hukum jaminan dan jaminan, tinjauan umum tentang gadai 
syariah, tinjauan umum tentang pegadaian syariah, tinjauan umum 
tentang pertanggungan dan kerangka pemikiran. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini penulis akan membahas tentang tinjauan hukum Islam 
tentang barang jaminan pada pegadaian syariah dan tinjauan hukum 
Islam tentang penanggungan risiko barang jaminan pada pegadaian 
syariah. 
 BAB IV : PENUTUP 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
 
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam 
a. Pengertian Hukum Islam 
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian 
agama Islam. Sebagai sistem hukum, ia memiliki beberapa istilah kunci 
antara lain: 
1) Hukum, dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan atau seperangkat 
norma yang mengatur tingkah laku dalam suatu masyarakat, baik 
berupa peraeturan atau norma yang tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat maupun yang dibentuk oleh penguasa. 
2) Hukm dan ahkam, hukm jamaknya ahkam yang artinya norma atau 
kaidah yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang 
dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. 
3) Syariah atau syariat, memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan 
Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi 
seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. 
4) Fiqih atau fiqh, yaitu ilmu yang bertugas menetukan dan menguraikan 
norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam sunnah (Mohammad 
Daud Ali, 2006:42-48). 
b. Ruang Lingkup Hukum Islam 
Hukum Islam dalam pengertian syari’at maupun fikih dibagi menjadi 
dua bidang, yaitu:  
1) Bidang ibadah (mahdhah), yaitu tata cara yang dilakukan oleh seorang 
muslim dalam berhubungan dengan Allah, seperti menjalankan shalat, 
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ditambah maupun dikurangi karena ketentuannya telah diatur pasti 
oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul-Nya.  
2) Bidang muamalah (ghairu mahdhah), yaitu ketetapan Allah yang 
berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, ketetapan tersebut 
terbatas pada pokok-pokoknya saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk 
dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk 
meakukan usaha itu (Farkhan, 2006:55). 
Hukum Islam dalam bidang muamalah jika dibandingkan dengan 
hukum barat yang membandingkan antara hukum publik dengan 
hukum privat maka dalam hukum Islam tidak membedakan dengan 
tajam antara hukum publik dan hukum privat (Mohammad Daud Ali, 
2006:56). Oleh karena itu, maka dalam hukum Islam tidak dibedakan 
antara kedua bidang hukum privat dan hukum publik.  
Menurut H. M. Rasjidi bahwa bagian-bagian dari hukum Islam adalah: 
1) Munakahat, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perkawinan, perceraian  serta akibat-akibatnya 
2) Wirasah, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pewaris, 
ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan 
3) Muamalat, mengatur maslah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata 
hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam 
meminjam, perserikatan dan sebagainya 
4) Jinayat, memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang 
diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud maupun jarimah 
ta’zir 
5) Al-ahkam as-sulthaniyah, mengatur segala sesuatu yang berhubungan 
dengan kepala negara, pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, 
pajak dan sebagainya 
6) Siyar, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan 
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7) Mukhasamat, mengatur segala sesuatu tentang peradilan, kehakiman 
dan hukum acara (Mohammad Daud Ali, 2006:56-58). 
c. Asas-asas Hukum Islam 
Asas berasal dari bahasa Arab, asasun yang artinya dasar, basis, 
pondasi. Asas adalah landasan berpikir yang paling mendasar. Ada 
beberapa asas dalam hukum Islam, yaitu: 
1) Asas-asas Umum 
a) Asas keadilan, merupakan asas yang penting dalam hukum Islam 
sehingga dapat disebut sebagai asas semua asas hukum Islam. 
Banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia berlaku adil dan 
menegakkan keadilan, diantaranya Q.S Sad ayat (26), Q.S An-Nisa 
ayat (135) dan Q.S Al-Maidah ayat (8). 
b) Asas kepastian hukum, antara lain disebutkan dalam Q.S Bani 
Israil ayat (15) dan Q.S Al-Maidah ayat (95). Dari kedua ayat 
tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu perbuatan dapat 
dihukum kecuali atas kekuatan hukum yang tetap. 
c) Asas kemanfaatan, merupakan asas yang mengiringi asas keadilan 
dan asas kepastian hukum. Dalam melaksanakan kedua asas 
tersebut juga harus dipertimbangkan asas kemanfaatan baik bagi 
yang bersangkutan maupun bagi kepentingan masyarakat. 
2) Asas-asas Hukum Pidana 
a) Asas legalitas, merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada 
pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang 
yang mengaturnya. Asas ini didasarkan pada Q.S Al-Isra ayat (15) 
serta dalam Q.S Al-An’am ayat (19). 
b) Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, terdapat 
dalam Al-Qur’an antara lain Q.S Al-Muddatsir ayat (38) dan Q.S 
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bahwa orang tidak dapat diminta tanggung jawab atas kesalahan 
orang lain karena pertanggungjawaban pidana bersifat individual. 
c) Asas praduga tidak bersalah, bahwa seseorang yang dituduh 
melakukan suatu kejahatan dianggap tidak bersalah sebelum 
keputusan hakim yang berkekuatan tetap. 
3) Asas-asas Hukum Perdata 
a) Asas kebolehan atau mubah, merupakan asas yang menunjukkan 
kebolehan melakukan hubungan perdata sepanjang tidak 
bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. 
b) Asas kemaslahatan hidup, merupakan asas yang mengandung 
makna bahwa hubungan perdata apapun dapat dilakukan asal 
hubungan tersebut dapat mendatangkan kebaikan, berguna serta 
berfaedah bagi kehidupan manusia. 
c) Asas kebebasan dan sukarela, mengandung makna bahwa setiap 
hubungan perdata harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Asas 
ini bersumber dalam Q.S An-Nisa ayat (29). 
d) Asas menolak mudarat dan mengambil manfaat, mengandung 
makna bahwa segala bentuk hubungan perdata yang mendatangkan 
kerugian harus dihindari dan mengembangkan hubungan perdata 
yang bermanfaat. 
e) Asas kebajikan, mengandung arti bahwa setiap hubungan perdata 
harus mendatangkan kebajikan kepada kedua belah pihak dan 
pihak ketiga dalam masyarakat. Terdapat dalam Q.S Al-Maidah 
ayat (90). 
f) Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat,  
menunjukkan suatu hubungan perdata antara para pihak yang 
menganggap diri masing-masing anggota sebagi keluarga. Asas ini 
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g) Asas adil dan berimbang, mengandung makna bahwa hubungan 
perdata harus adil, tidak boleh ada unsur penindasan serta hasil 
yang diperoleh harus berimbang. 
h) Asas mendahulukan kewajiban dari hak, menunjukkan bahwa 
dalam pelaksanaan hubungan perdata harus mendahulukan 
pelaksanaan kewajiban dari pada menuntut hak. 
i) Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, mengandung 
arti bahwa para pihak dalam mengadakan hubungan perdata tidak 
boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal ini diatur dalam 
Q.S 2:188, 2:195, 3:130, 4:2, 4:29, 5:2, 66:6. 
j) Asas kemampuan berbuat atau bertindak, bahwa pada dasarnya 
para pihak dalam hubungan perdata adalah mereka yang mukallaf , 
yaitu mereka yang mampu memikul kewajiban dan hak, sehat 
rohani dan jasmaninya. 
k) Asas kebebasan berusaha, mengandung makna bahwa pada 
prinsipnya setiap orang bebas berusaha dan mempunyai 
kesempatan yang sama dalam berusaha. 
l) Asas mendapatkan hak karena jasa dan usaha, mengandung makna 
bahwa seseorang akan mendapat hak berdasarkan jasa dan usaha, 
baik yang dilakukan sendiri maupun yang diusahakan bersama 
orang lain. Asas ini bersumber dari Al-Qur’an antara lain surat 
6:164, 8:26, 16:72, 17:15, 17:19, 35:18, 39:7, 40:64, 53:38, 53:59. 
m) Asas perlindungan hak, mengandung arti bahwa semua hak yang 
diperoleh seseorang  harus dilindungi. 
n) Asas hak milik berfungsi sosial, menyangkut pemanfaatan hak 
milik yang dimiliki seseorang. Menurut hukum Islam hak milik 
tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga diarahkan untuk 
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At-Taubah ayat (60), Q.S A-Hasyr ayat 7 dan Q.S Al-Dzarriyat 
(19). 
o) Asas yang beriktikad baik harus dilindungi, berkaitan erat dengan 
asas lain yang menyatakan bahwa orang yang melakukan 
perbuatan tertentu bertanggung jawab atau menanggung risiko 
perbuatannya. 
p) Asas risiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja, 
mengandung makna bahwa jika perusahaan merugi maka kerugian 
hanya dibebankan pada pemilik modal tidak para pekerja. 
q) Asas mengatur dan memberi petunjuk, bahwa sesuai dengan sifat 
hukum keperdataan pada umumnya hukum Islam berlaku asas 
yang menyatakan bahwa ketentuan hukum perdata kecuali ijbari 
hanya bersifat mengatur dan memberi petunjuk saja kepada orang 
yang mengadakan hubungan perdata. 
r) Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi, mengandung makna 
bahwa selayaknya hubungan perdata dituangkan dalam perjanjian 
tertulis di hadapan saksi-saksi.asas ini bersumber pada Q.S Al-
Baqarah:282 (Mohammad Daud Ali, 2006:127-144). 
 
2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan dan Jaminan 
a. Hukum Jaminan 
1) Pengertian Hukum Jaminan 
Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan zekerheidesstelling 
atau security of law. Sri Soedawi Masjhoen Sofwan, mengemukakan 
bahwa hukum jaminan adalah: 
Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian 
fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya 
sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan 
memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik 
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demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit 
dengan jumlah besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga 
yang relatif rendah (Salim HS, 2005:5-6). 
 
J. Satrio mengartikan hukum jaminan adalah “peraturan hukum yang 
mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur” 
(J. Satrio, 2002:3). Dari pengertian J. Satrio tersebut dapat diambil 
suatu kesimpulan bahwa pengertian tersebut hanya memfokuskan pada 
kepentingan kreditur saja. Padahal dalam hukum jaminan subjek 
kajiannya tidak hanya kreditur saja tetapi juga berkaitan erat dengan 
debitur.  
Pengertian hukum jaminan adalah “keseluruhan dari kaidah-kaidah 
hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima 
jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk 
mendapatkan fasilitas kredit” (Salim HS, 2005:6). Unsur-unsur yang 
tercantum dalam pengertian ini adalah: 
a) Adanya kaidah hukum 
 Kaidah hukum jaminan dalam bidang jaminan dapat dibedakan 
menjadi 2 macam yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah 
hukum jaminan tidak tertulis. 
b) Adanya pemberi dan penerima jaminan 
 Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang 
menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. 
Sedangkan penerima jaminan adalah orang atau badan hukum 
yang menerima barang jaminan. 
c) Adanya jaminan 
 Pada dasarnya, jaminan yang diberikan adalah jaminan materiil 
yang berupa hak-hak kebendaan dan jaminan immateriil berupa 
jaminan non kebendaan. 
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 Pembebanan jaminan tersebut bertujuan untuk mendapatkan 
fasilitas kredit dari bank ataupun lembaga keuangan nonbank 
(Salim HS, 2006:7-8). 
2) Pengaturan Hukum Jaminan 
a) Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
(1) Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(a) Bab XIX tentang Piutang-Piutang yang Diistimewakan 
(Pasal 1131 sampai Pasal 1149); 
(b) Bab XX tentang Gadai (Pasal 1150 sampai Pasal 1160); 
(c) Bab XXI tentang Hipotek (Pasal 1162 sampai 1232). 
(2) Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(a) Perikatan Tanggung Menanggung (Tanggung Renteng) 
dalam Pasal 1278 sampai Pasal 1295 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata; 
(b) Perjanjian Garansi sebagaimana diatur dalam Pasal 1316 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
b) Di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
Ketentuan dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang yang berkaitan dengan hukum jaminan, dalam hal 
pembebanan hipotek atas kapal laut; 
(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria;   
(3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan 
dengan Tanah; 
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3) Asas-asas Hukum Jaminan 
Berdasarkan hasil analisis maupun kajian terhadap berbagai 
literatur hukum jaminan, maka ditemukan 5 asas penting dalam hukum 
jaminan yaitu sebagai berikut: 
a) Asas publicitet, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, 
hak fiducia, dan hipotek harus didaftarkan. Hal ini dimaksudkan 
supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa jaminan tersebut 
sedang dilakukan pembebanan. 
b) Asas specialitet, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan 
hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-
barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. 
c) Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak 
dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, 
hipotek dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran 
sebagian. 
d) Asas inbezittselling, yatu barang jaminan (gadai) harus berada 
pada penerima gadai 
e) Asas horisontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu 
kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik 
tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari 
yang bersngkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik 
orang lain, berdasarkan hak pakai (Salim HS, 2005:9-10). 
Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan asas-asas hukum jaminan 
yaitu meliputi asas filosofis, asas konstitusional, asas politis dan asas 
operasional (konkret) yang bersifat umum (Salim HS, 2005:10). 
Keempat asas tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut: 
a) Asas filosofis, yaitu asas di mana semua peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada 
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b) Asas konstitusional, yaitu asas di mana semua peraturan 
perundang-undangan dibuat dan disahkan oleh pembentuk undang-
undang harus didasarkan pada hukum dasar (konstitusi). Hukum 
dasar yang berlaku di Indonesia yaitu UUD 1945 
c) Asas politis, yaitu asas di mana segala kebijakan dan teknik di 
dalam penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan pada 
Tap MPR 
d) Asas operasional (konkret) yang bersifat umum merupakan asas 
yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan 
(Salim HS, 2005:10-11). 
b. Jaminan 
1) Pengertian Jaminan 
Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu 
zekerheid atau cautie yang mencakup secara umum cara-cara kreditur 
menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungan jawab 
umum debitur terhadap barang-barangnya (Salim HS, 2006:21).  
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 
disebutkan dalam Pasal 1 angka 23 bahwa agunan yang merupakan 
bagian dari istilah jaminan adalah “Agunan adalah jaminan tambahan 
yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka 
pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah”. 
Istilah “agunan” sebagai terjemahan dari istilah collateral yang 
merupakan bagian dari istilah “jaminan” pemberian kredit atau 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Artinya, pengertian 
“jaminan” lebih luas daripada pengertian “agunan”, dimana “agunan” 
berkaitan dengan barang, sedangkan “jaminan” tidak hanya berkaitan 
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dan condition of economy dari nasabah debitur yang berkaitan 
(Rachmadi Usman, 2008:67). Menurut Mariam Darus Badrulzaman 
pengertian jaminan adalah “menjamin dipenuhinya kewajiban yang 
dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan” (Salim 
HS, 2006:22).  
2) Penggolongan Jaminan 
Jaminan dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu: 
a) Jaminan Berdasar Undang-Undang Dan Jaminan Berdasar 
Perjanjian 
Jaminan berdasarkan Undang-Undang ada dalam Pasal 1131 
KUHPerdata, sedangkan jaminan berdasar perjanjian yaitu 
terjadinya karena adanya perjanjian jaminan dalam bentuk gadai, 
fidusia, hak tanggungan dan jaminan perorangan serta garansi 
bank. 
b) Jaminan Umum Dan Jaminan Khusus 
Jaminan umum meliputi pengertian untuk semua kreditur (kreditur 
konkurent) dan untuk seluruh harta kekayaan artinya tidak ditunjuk 
secara khusus yaitu yang ditentukan dalam Pasal 1131 
KUHPerdata. Jaminan khusus yaitu hanya untuk kreditur tertentu 
(kreditur preferent) dan benda jaminannya ditunjuk secara khusus 
(tertentu) yaitu gadai, fidusia, hak tanggungan apabila 
orang/Badan Hukum yaitu penanggungan atau misal garansi bank. 
c) Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan 
Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu jaminan yang berupa hak 
mutlak atas suatu benda yaitu hak milik. Jaminan perorangan 
adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada 
perorangan tertentu Pasal 1820 KUHPerdata. 
d) Jaminan Atas Benda Bergerak Dan Benda Tidak Bergerak 
Jaminan berupa benda bergerak lembaga jaminannya gadai dan 
fidusia. Jaminan berupa benda tidak bergerak dahulu Hipotek, 
Credietverband dan sekarang Hak Tanggungan. 
e) Jaminan Dengan Menguasai Bendanya Dan Tanpa Menguasai 
Bendanya 
Jaminan dengan Menguasai Bendanya yaitu gadai dan hak retensi. 
Gadai tidak pesat pertumbuhannya karena terbentur syarat inbezit 
stelling yang dirasakan berat oleh debitur yang justru memerlukan 
benda yang dijaminkan untuk menjalankan pekerjaan atau 
usahanya. Jaminan Tanpa Menguasai Bendanya yaitu Hipotek, 
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Sedangkan jaminan tanpa menguasai bendanya menguntungkan 
debitur sebagai pemilik jaminan karena tetap dapat menggunakan 




3) Barang Jaminan  
Dalam bahasa Arab, barang gadai disebut marhun. Arti kata 
tersebut secara harfiah adalah sesuatu yang ditahan, digadaikan atau 
ditetapkan. Sedangkan menurut konteks syari’ah, barang gadai adalah 
“benda yang dijadikan jaminan hutang yang mempunyai nilai sesuai 
dengan persyaratan yang telah ditentukan” (H.M.Thalhah, 2007:212-
213). Menurut pendapat Basyir bahwa jenis barang gadai yang dapat 
digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan 
tak bergerak, sehingga barang yang dapat digadaikan bisa semua 
barang asal memenuhi syarat: 
a) Merupakan benda bernilai menurut hukum syara’ 
b) Ada wujudnya ketika perjanjian terjadi 
c) Mungkin diserahkan seketika (Muhammad Shalikul Hadi, 
2003:56). 
Menurut ulama Syafi’iah  dalam teori gadai syariah bahwa barang-
barang yang dapat dijadikan barang jaminan adalah semua barang 
yang dapat diperjualbelikan, dengan syarat sebagai berikut: 
a) Barang yang akan dijadikan barang jaminan itu berupa barang 
yang berwujud nyata di depan mata karena barang nyata itu dapat 
diserahterimakan secara langsung; 
b) Barang yang akan dijadikan barang jaminan tersebut menjadi milik 
karena sebelum tetap, barang tersebut tidak dapat digadaikan; 
c) Barang yang akan dijadikan barang jaminan itu harus berstatus 
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Sedangkan dalam Pegadaian Konvensional, menurut Marzuki pada 
dasarnya semua barang bergerak dapat dijadikan barang jaminan. 
Dalam prakrik di Pegadaian Syariah, barang (marhun) yang dapat 
digadaikan di pegadaian syariah berupa: 
a) Barang-barang perhiasan, seperti emas dan berlian; 
b) Kendaraan bermotor, seperti mobil dan sepeda motor; 
c) Barang elektronik, seperti televisi, radio tape, mesin cuci, kulkas 
dan lain-lain. 
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh marhun adalah: 
a) Dapat diserah terimakan 
b) Bermanfaat 
c) Milik rahin 
d) Jelas  
e) Tidak bersatu dengan harta lain 
f) Dikuasai oleh rahin 
g) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan (Abdul Ghofur Anshori, 
2006:92). 
 
3. Tinjauan Umum Tentang Gadai Syariah 
a. Pengertian Gadai Syariah 
Dalam Ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa gadai adalah hak atas 
benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke 
tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang 
tersebut tadi (Ali Hasan, 2003: 253). Sedangkan perumusan gadai menurut 
ketentuan Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah 
sebagai berikut: 
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu 
barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang 
atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan 













































commit to user 
 25
tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; 
dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya 
yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu 
digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. 
Dari definisi di atas dapat dilihat unsur-unsur pokoknya, yaitu: 
1) Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada 
kreditur atau pemegang gadai  
2) Penyerahan tersebut dilakukan oleh debitur atau pemberi gadai 
maupun orang lain atas kuasanya 
3) Benda yang dijadikan sebagai obyek gadai atau barang gadai adalah 
barang bergerak 
4) Kreditur sebagai pihak pemegang gadai berhak mengambil pelunasan 
dari barang gadai lebih dahulu dari kreditur lainnya 
Dalam fikih Islam transaksi hukum gadai disebut ar-rahn yaitu suatu 
jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. 
Sedangkan dalam bahasa Arab pengertian ar-rahn adalah ats-tsubut wa 
ad-dawam, yang berarti tetap dan kekal. Pengertian tetap dan kekal 
dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata al-habsu, yang 
berarti menahan (Zainuddin Ali, 2008:1). Menurut Syafe’i, al-habsu 
berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat 
dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Abdul Ghofur 
Anshori, 2006:88). Pengertian gadai (rahn) yang diberikan oleh para ahli 
hukum Islam sebagai berikut: 
1) Ulama Syafi’iyah 
Suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari 
harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utang. 
2) Ulama Hanabilah 
Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi 
dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. 
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Sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari 
pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat). 
4) Ahmad Azhar Basyir 
Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan 
utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan 
syara’ sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya 
tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. 
5) Muhammad Syafi’i Antonio 
Gadai syariah (rahn) adalah menahan satu harta milik nasabah (rahin) 
sebagai barang jaminan (marhun) atas utang/ pinjaman (marhun bih) 
yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga 
pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk dapat 
mengambil kembali seluruh atau sebagian harta piutangnya 
(Zainuddin Ali, 2008:2-3). 
b. Dasar Hukum Gadai Syariah 
Boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam, diatur dalam Al-
Qur’an, sunnah dan ijtihad: 
1) Al Qur’an 
Ayat al-qur’an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai 
adalah QS. Al Baqarah ayat 283. 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis  maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi 
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu 
(para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang 
berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kau 
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a) Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda:  
“Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan 
meminjamkan kepadanya baju besi” (HR. Bukhari dan Muslim). 
b) Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda:  
“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang 
menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung 
risikonya” (HR. Asy’ Syafii, al Daraquthani dan Ibnu Majah). 
c) Nabi bersabda:  
“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan 
menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat 
diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang 
menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan 
biaya perawatan dan pemeliharaan” (HR. Jamaah, kecuali Muslim 
dan An Nasai). 
d) Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda:  
“Apabila ada ternak digadakan, maka punggungnya boleh dinaiki 
(oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya 
(menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya 
yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) 
karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang 
yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya 
(perawatan)nya” (HR. Jamaah, kecuali Muslim dan Nasai-
Bukhari). 
3) Ijtihad 
Mengenai pembolehan perjanjian gadai, para jumhur ulama 
berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat 
mengenai hal itu. Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai 
disyari’atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu 
bepergian (Abdul Ghofur Anshori, 2006:89-91). 
Selain ketiga dasar hukum tersebut masih ada satu lagi dasar hukum 
yang digunakan sebagai landasan dalam gadai syariah yaitu Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di dalam Kitab 
Mafaahim Islaamiyyah diterangkan sebagai berikut, ”Secara literal, kata 
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perundang-perundangan yang sulit. Bentuk jamaknya adalah fataawin dan 
fataaway. Jika dinyatakan ”aftay fi al-mas`alah : menerangkan hukum 
dalam permasalahan tersebut. Sedangkan al-iftaa` adalah penjelasan 
hukum-hukum dalam persoalan-persoalan syariat, undang-undang, dan 
semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang 
bertanya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, fatwa adalah 
penjelasan hukum syariat atas berbagai macam persoalan yang terjadi di 
tengah-tengah masyarakat. Fatwa merupakan penjelasan hukum syariat 
atas persoalan tertentu, maka, kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya 
dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat 
(ijtihad). Pasalnya, satu-satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari 
dalil-dalil syariat adalah dengan ijtihad, tidak ada yang lain. iijtihad 
adalah proses menggali hukum syara’ dari dalil-dalil yang bersifat dzanniy 
dengan mencurahkan segenap tenaga dan kemampuan, hingga dirinya 
tidak mungkin lagi melakukan usaha lebih dari itu (http://hizbut-
tahrir.or.id/2008/10/29/kedudukan-fatwa-dalam-syariat-islam/). 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
yang dijadikan landasan gadai syariah tersebut adalah: 
a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 25/ 
DSN-MUI/ III/ 2002, tentang Rahn 
b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26/ 
DSN-MUI/ III/ 2002, tentang Rahn Emas 
c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 09/ 
DSN-MUI/ IV/ 2000, tentang Pembiayaan Ijarah 
d) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 10/ 
DSN-MUI/IV/ 2000, tentang Wakalah 
e) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 43/ 
DSN-MUI/ VII/ 2004, tentang Ganti Rugi (Zainuddin Ali, 2008:8). 
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Menurut Muhammad Anwar rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai 
adalah sebagai berikut: 
1) Ijab qabul (Sighot) 
Dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan di 
dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para 
pihak. 
2) Orang yang bertransaksi (Aqid) 
Orang yang bertransaksi meliputi rahin (pemberi gadai) dan murtahin 
(penerima gadai). Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh aqid yaitu: 
a) Telah dewasa 
b) Berakal 
c) Atas keinginan sendiri 
3) Adanya barang yang digadaikan (marhun) 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh marhun adalah: 
a) Dapat diserah terimakan 
b) Bermanfaat 
c) Milik rahin 
d) Jelas  
e) Tidak bersatu dengan harta lain 
f) Dikuasai oleh rahin 
g) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan 
4) Marhun bih (utang) 
Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat utang yang dapat 
dijadikan alas gadai adalah: 
a) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan 
b) Utang harus lazim pada waktu akad 
c) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin (Abdul 
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Selain itu, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-
MUI/III/2002 tentang Rahn, gadai syariah harus memenuhi ketentuan 
umum sebagai berikut: 
1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun 
(barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) 
dilunasi.  
2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya 
marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, 
dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu 
sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.  
3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi 
kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, 
sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 
kewajiban rahin. 
4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh 
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.  
5) Penjualan marhun  
a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk 
segera melunasi utangnya. 
b) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual 
paksa/dieksekusi. 
c) Hasil Penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 
penjualan. 
d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya 
menjadi kewajiban rahin. 
Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 gadai emas syariah harus 
memenuhi ketentuan umum sebagai berikut: 
1) Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn 
2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh 
penggadai (rahin) 
3) Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang 
nyata-nyata yang diperlukan 
4) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad 
ijarah 
d. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah 
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a) Hak Pemegang Gadai 
(1) Pemegang gadai berhak menjual marhun, apabila rahin pada 
saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagi 
orang berhutang. Sedangkan hasil penjualan marhun tersebut 
diambil sebagian untuk melunasi marhun bih dan sisanya 
dikembalikan kepada rahin; 
(2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang 
telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun; 
(3) Selama marhun bih belum dilunasi, maka murtahin berhak 
untuk menahan marhun yang diserahkan oleh pemberi gadai 
(hak retentie).   
b) Kewajiban Pemegang Gadai 
(1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas 
hilangnya atau merosotnya harga marhun, apabila hal itu atas 
kelalaiannya; 
(2) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan marhun untuk 
kepentingan sendiri; 
(3) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada 
rahin sebelum diadakan pelelangan marhun (Sasli Rais, 2005: 
44-45). 
2) Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (rahin) 
a) Hak Pemberi Gadai 
(1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun, 
setelah pemberi gadai melunasi marhun bih; 
(2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan 
dan hilangnya marhun, apabila hal itu disebabkan oleh 
murtahin; 
(3) Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan marhun 
setelah dikurangi biaya pelunasan marhun bih dan biaya lain; 
(4) Pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila 
murtahin telah jelas menyalahgunakan marhun. 
b) Kewajiban Pemberi Gadai 
(1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun bih yang 
telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang 
telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan 
murtahin; 
(2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhun 
miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan 
rahin tidak dapat melunasi marhun bih kepada murtahin (Sasli 
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4. Tinjauan Umum Tentang Pegadaian Syariah 
a. Pengertian Pegadaian Syariah 
Pegadaian (pawnshop) adalah salah satu bentuk lembaga pembiayaan 
yang diperuntukkan bagi yang diperuntukkan bagi masyarakat luas 
berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera 
(Abdukadir Muhammad dan Rilda Muniarti, 2006:105). Dalam Pasal 1 
Ketentuan Umum PP 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum 
(PERUM) Pegadaian dinyatakan bahwa: 
Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian adalah Badan Usaha Milik 
Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 
1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan 
kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki 
negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas 
saham. 
Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa pengertian PERUM 
Pegadaian adalah “Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan 
wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang 
pinjaman atas dasar hukum gadai”. Perusahaan Umum Pegadaian adalah  
Badan usaha tungal yang diberi wewenang menyalurkan pinjaman atas 
dasar hukum gadai dengan tujuan turut melaksanakan dan menunjang 
kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan 
pembangunan pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas 
dasar hukum gadai dan mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba 
dan pinjaman tidak wajar lainnya (Rachmadi Usman, 2008: 121). 
Berdasarkan pengertian tersebut, maka pegadaian memiliki peranan yang 
besar dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Menurut 
Michael T. Skully peran penting pegadaian adalah  
Pawnshops play an important role in providing consumers a quick and 
convenient source of loan funds. While these offices are located 
mainly in towns rather than villages, they use agents to operate in the 
countryside on their behalf. Therefore, pawnshops in developing 
countries service a wide range of people including those from the 
rural sector and even petty traders and other small-scale 
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schemes, they seem successful in providing their customers small, 
short-term loans with relatively little loss problems, and generally 
earn a sizeable profit. Pawnshops have already been used with some 
success by the public sector in Sri Lanka, Indonesia, and Thailand. 
Government planners in other developing countries may wish to 
consider how these institutions or their lending methods, either as 
regulated private or public sector bodies, could be used more 
effectively to finance rural development within their country (Michael 
T. Skully, 1994). 
Menurut keterangan diatas dapat diartikan bahwa 
Pegadaian memiliki peranan penting dalam hal penyediaan sumber 
dana yang cepat dan nyaman. Dimana kantornya kebanyakan berlokasi 
di wilayah kota dibandingkan dengan wilayah pedesaan, mereka 
menggunakan pegawainya untuk mengoperasikan usahanya didaerah 
pinggiran kota. Oleh karena itu, di negara berkembang pegadaian 
melayani berbagai macam orang termasuk orang-orang di daerah 
pedesaaan dan bahkan para pengusaha kecil dan menengah. Tidak 
seperti kebanyakan skema kredit yang disponsori oleh pemerintah, 
pegadaian sukses melayani para konsumen kecil, pinjaman jangka 
pendek dengan sedikit masalah dan keuntungan yang sepadan. 
Pegadaian telah digunakan oleh para pengusaha di sektor publik di 
wilayah Sri Lanka, Indonesia, dan Thailand. Pemerintah di negara 
berkembang lainnya juga telah mempertimbangkan mengenai 
konstitusi ini atau pun cara pemberian kredit ini, sebagai badan hukum 
sektor privat maupun sebagai badan hukum sektor publik, untuk 
membiayai pengembangan usaha pada wilayah pedesaan di negara 
mereka secara lebih efektif.  
Dari beberapa pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pengertian 
pegadaian syariah adalah merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang 
merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan kegiatan 
usaha menyalurkan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai syariah. 
b. Tugas, Tujuan dan Fungsi Pegadaian 
Pegadaian sebagai lembaga keuangan bukan bank yang menyalurkan 
pinjaman/ pembiayaan dengan pengikatan cara gadai, pada dasarnya 
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1) Tugas pokok Pegadaian yaitu untuk menjembatani kebutuhan dana 
masyarakat dengan memberi uang pinjaman/ pembiayaan berdasarkan 
hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan 
pegadaian atas dasar materi. 
2) Tujuan pokok Pegadaian adalah sebagai berikut: 
a) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan 
dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan 
nasional pada umumnya melalui peyaluran uang pinjaman/ 
pembiayan atas dasar hukum gadai; 
b) Untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan 
uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau 
rentenir yang bunganya relatif tinggi; 
c) Mencegah praktik pegadaian gelap dan pinjaman yang tidak wajar. 
3) Fungsi pokok Pegadaian adalah sebagai berikut: 
a) Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai 
dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat; 
b) Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang 
menguntungkan bagi lembaga Pegadaian maupun masyarakat; 
c) Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan diklat; 
d) Mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana Pegadaian; 
e) Melakukan penelitian dan pengembangan, serta mengawasi 
pengelolaan Pegadaian (Sasli Rais, 2005:128-129). 
c. Operasional Pegadaian Syariah 
Pegadaian Syariah sebagai organisasi keuangan mempunyai misi 
ganda, yaitu misi sosial dan misi komersial, sehingga harus menerapkan 
prinsip operasional yang modern. Operasionalisasi Pegadaian Syariah 
mengadndalkan dan menjalankan 4 (empat) prinsip kerja sebagai berikut: 
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Nasabah dapat memperoleh pinjaman dalam waktu yang singkat 
sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Proses administrasi 
dan penaksiran hanya dalam waktu ±15 menit, selanjutnya nasabah 
(rahin) dapat memperoleh dana cair (marhun bih) tidak lebih dari 1 
jam. 
2) Mudah caranya 
Nasabah cukup membawa barang yang akan digadaikan (marhun) 
dengan melampirkan bukti kepemilikan barang bila diperlukan serta 
melampirkan bukti identitas ke kantor Pegadaian Syariah untuk 
mendapatkan pinjaman (marhun bih). 
3) Jaminan keamanan atas barang 
Pegadaian Syariah memberikan jaminan keamanan atas marhun yang 
diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan 
diasuransikan.  
4) Pinjaman yang optimum 
Pegadaian Syariah mengusahakan pemberian pinjaman (marhun bih) 
yang optimal hingga 90% dari nilai harga taksiran barang sehingga 
nasabah (rahin) tidak dirugikan oleh rasio anatar taksiran barang gadai 
(marhun) dengan besar uang pinjaman (marhun bih). Hal tersebut 
bermaksud bahwa setiap barang memiliki nilai ekonomis yang wajar. 
Pegadaian syariah atau yang dikenal dengan istilah rahn, dalam 
pengoperasiannya menggunakan sistem mudharabah (bagi hasil). 
Penggunaan sistem mudharabah belum tepat pemakaiannya sehingga 
pegadaian menggunakan prinsip Fee Based Income karena dalam 
penggunaan marhun bih mempunyai tujuan yang berbeda-beda, misal 
untuk konsumsi, keperluan sekolah dan lain-lain. Sesuai dengan landasan 
konsep rahn, pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad 
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1) Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si 
peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak 
yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali 
seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian 
menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.  
2) Akad Ijarah. Yaitu  akad pemindahan hak guna atas barang dan atau 
jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan atas barangnya sendri. Melalui akad ini dimungkinkan 
bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang 
bergerak milik nasabah yang telah melakukad akad (Abdul Ghofur 
Anshori, 2006:122).  
Dari landasan Syariah tersebut maka mekanisme operasional 
Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:  
Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan 
kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang 
telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses 
penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai 
investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan 
proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian 
mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang 
disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan 
memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut 
bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan 
dari uang pinjaman (Abdul Ghofur Anshori, 2006:124-125). 
Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi: 
1) Akad. Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti murtahin 
mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.  
2) Marhun Bih ( Pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib 
dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang 
dirahnkan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.  
3) Marhun (barang yang dirahnkan). Marhun bisa dijual dan nilainya 
seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya,milik sah 
penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa 
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4) Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang 
dirahnkan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.  
5) Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, 
biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta 
administrasi (Abdul Ghofur Anshori, 2006:125). 
Prosedur untuk memperoleh dana pinjaman gadai tidak sesulit 
memperoleh dana pinjaman di bank dan untuk memperolehnya bagi 
masyarakat yang membutuhkan akan sangat cepat dan sederhana. Untuk 
memperoleh pinjaman uang (marhun bih) di kantor Pegadaian Syariah 
maka seseorang nasabah (rahin) harus menyanggupi syarat-syarat yang 
ditentukan sebagai berikut: 
1) Memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas 
lainnya yang berlaku; 
2) Membawa barang gadai (marhun) yang memenuhi syarat atau barang 
bergerak, seperti: 
a) Emas atau berlian 
b) Mobil atau sepeda motor 
c) Barang elektronik 
d) Alat-alat rumah tangga 
3) Kepemilikan barang merupakan pribadi; 
4) Ada surat kuasa daripemilik barang jika dikuasakan dengan disertai 
materai dan KTP asli pemilik barang; 
5) Menandatangani akad rahn dan akad ijarah dalam Surat Bukti Rahn 
(SBR). 
Tata cara pelaksanaan pencairan pinjaman (marhun bih) di kantor 
Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut: 
1) Calon nasabah (rahin) mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) 
dan menandatanganinya; 
2) Calon nasabah (rahin) mendatangi loket penaksir dan menyerahkan 
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3) Calon nasabah (rahin) menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) 
dengan menyetujui akad rahn dan akad ijarah, kemudian calon 
nasabah (rahin) menuju loket kasir untuk menerima pencairan 
pinjaman (marhun bih) 
Teknis operasional dalam lembaga pegadaian syariah dapat 














5. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungan/Asuransi 
a. Pengertian Pertanggungan/Asuransi 
Istilah pertanggungan atau asuransi yang kita kenal saat ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu verzekering. Jika dalam bahasa 
Inggris dikenal dengan istilah insurance. Kata asuransi dalam bahasa 
Indonesia telah diadopsi ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan 
padanan kata pertanggungan. 
Pegadaian memberikan marhun bih Marhun Bih 
(pembiayaan) 
NASABAH Akad PEGADAIAN 
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Asuransi yang dimaksud, menurut Wirjono Prodjodikoro adalah 
“suatu pesetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang 
dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti 
kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin Karen akibat dari 
suatu peristiwa yang belum jelas” (Zainuddin Ali, 2008:1). Selanjutnya 
mengenai maksud pertanggungan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang 
Hukum Dagang menyatakan: 
Pertanggungan atau asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana 
seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, 
dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian 
kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan 
keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena 
suatu peristiwa yang tak tertentu. 
Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang 
Usaha Perasuransian menyatakan:  
Asuransi (pertanggungan) adalah perjanjian dua pihak, dengan mana 
pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan 
menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada 
tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan 
yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga 
yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu 
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang 
yang dipertanggungkan. 
Lain halnya dengan asuransi syariah yang mempunyai beberapa padanan 
dalam bahasa Arab, diantaranya yaitu: 
1) Tafakul, yang akar katanya berasal dari kafala-yafulu-kafaalatan 
mempunyai pengertian menanggung. 
2) Ta’min, berasal dari kata amana yang mempunyai makna memberi 
perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.  
3) Tadhamun, berasal dari kata dhamana yang berarti saling menanggung 
(Zainuddin Ali, 2008:3). 
b. Jenis-jenis Asuransi 
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1) Asuransi kerugian atau ganti kerugian (schade verzekering), adalah 
suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung 
mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan 
ganti kerugian kepada pihak tertanggung seimbang dengan kerugian 
yang diderita oleh pihak yang disebut terakhir. Contohnya adalah 
asuransi pada barang gadai. 
2) Asuransi jumlah (sommen verzekering), adalah suatu perjanjian 
asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk 
melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya 
sudah ditentukan sebelumnya. Contohnya adalah asuransi jiwa pada 
peserta haji. 
3) Asuransi campuran, dimana pihak penanggung harus membayar 
sejumlah uang kepada tertanggung yang besarnya sesuai dengan nilai 
kerugian yang diderita pihak tertanggung, disamping itu penanggung 
harus membayar sejumlah uang sesuai dengan isi perjanjiannya 
kepada pihak tertanggung. Contohnya adalah pertanggungan 
kecelakaan lalu lintas (Man Suparman Sastrawidjaja, 2003:83-85). 
Jenis asuransi menurut Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
adalah sebagai berikut: 
1) Asuransi terhadap bahaya kebakaran; 
2) Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian; 
3) Asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa); 
4) Asuransi terhadap bahaya di laut dan pembudakan; 
5) Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-
sungai. 
c. Keberadaan Asuransi di Perum Pegadaian Syariah 
Perum Pegadaian Syariah sebagai pihak pemegang gadai pada 
dasarnya bertanggungjawab mengenai keberadaan barang gadai atas 
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atau turunnya nilai barang gadai tersebut, sejauh hal tersebut merupakan 
kelalaian dari pihak Perum Pegadaian Syariah. Namun yang menjadi 
permasalahan adalah apabila hilang atau rusaknya barang gadai tersebut 
karena kelalaian atau kesalahan pihak Perum Pegadaian Syariah 
(pemegang gadai), datangnya tidak diharapkan dan tidak bisa 
diperkirakan. Hal-hal yang menyebabkan hilang, rusak maupun 
musnahnya barang gadai, yang merupakan peristiwa tidak dapat diduga 
(evenement) adalah:  
1) Kebakaran 
Dapat diakibatkan karena konsleting listrik, sambaran petir dan sebab-
sebab lain yang tidak disengaja oleh pihak Perum Pegadaian dan tidak 
dapat ditentukan waktunya. 
2) Bencana Alam 
Maksudnya adalah kerusakan atau musnahnya barang gadai 
disebabkan oleh peristiwa alam seperti banjir, gempa bumi dan lain-
lain yang menyebabkan kerugian. Peristiwa ini tidak dapat ditentukan 
waktunya dan bentuknyua sehingga benar-benar diluar kekuasaaan 
pihak Perum Pegadaian. 
3) Pencurian 
Pencurian maupun perampokan juga merupakan penyebab kerugian 
atau risiko terhadap barang gadai. 
Mengenai hal-hal tersebut memang diluar kemampuan pihak Perum 
Pegadaian Syariah dan kejadiannya pun bukan karena kemauan pihak 
Perum Pegadaian Syariah.  
Pihak Perum Pegadaian Syariah mengambil kebijaksanaan 
bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memecahkan masalah tersebut. 
Bentuk kerjasama tersebut adalah dilakukannya perjanjian pertanggungan 
atau asuransi antara Perum Pegadaian Syariah, dalam hal ini Perum 
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tersebut diharapkan kegiatan dan pelayanan kepada nasabah dapat 
dilaksanakan dengan baik dan barang gadai milik nasabah juga dapat 
terlindungi dari risiko yang tidak dapat diduga. Dengan adanya perjanjian 
tersebut, keluarlah Surat Edaran Nomor 40 Tahun 1993 sebagai tindak 
lanjut mengenai isi perjanjian antara Perum Pegadaian dengan perusahaan 
asuransi yang mewajibkan kepada semua unit operasional atau kantor 
cabang yang ada agar melaksanakan isi surat edaran tersebut, yaitu setiap 
nasabah yang mengambil kredit di Perum Pegadaian diwajibkan 
membayar biaya penyimpanan dan asuransi atas barang gadai miliknya 
(Helmi Akhmadi, 1997:44).  
Dari jenis-jenis asuransi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat 
dikatakan bahwa perjanjian asuransi antara pihak Perum Pegadaian 
dengan pihak perusahaan asuransi merupakan jenis asuransi kerugian. Hal 
tersebut dapat diketahui dari obyek perjanjian dan kewajiban yang harus 
dilakukan oleh pihak penanggung. Dimana obyeknya adalah barang gadai 
milik nasabah (rahin) yang berada ditangan murtahin yaitu dalam hal ini 
adalah Perum Pegadaian Syariah sebagai pemegang gadai dan perusahaan 
asuransi akan memberikan sejumlah uang ganti rugi apabila barang gadai 
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Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi saat ini  sangat mempengaruhi 
tiap individu manusia yang semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Penggunaan produk keuangan pun tidak dapat dihindari, baik produk keuangan 
yang berasal dari lembaga keuangan bank maupun non-bank. Salah satunya 
adalah lembaga keuangan  Pegadaian.  Pegadaian bergerak dibidang jasa 
penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan 
jaminan benda bergerak. Gadai merupakan hak atas benda terhadap benda 
bergerak milik orang yang berhutang untuk diserahkan ke tangan si pemiutang  
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Dalam perkembangan usahanya, Pegadaian memiliki 2 (dua) sistem gadai, 
yaitu Gadai menurut Kitab Undang-Undang Perdata (konvensional) dan Gadai 
menurut Hukum Islam (syariah). Keberadaan Pegadaian Syariah itu sendiri pada 
awalnya didorong oleh berkembangnya lembaga keuangan syariah. Pelaksanaan 
gadai syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 
tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI Nomor; 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn 
Emas. Dalam sebuah transaksi gadai diperlukan adanya suatu barang jaminan 
sebagai jaminan bahwa pemberi gadai sanggup untuk melunasi utangnya. Barang 
jaminan tersebut berupa benda bergerak seperti emas, elektronik, mobil, dan lain-
lain. Barang jaminan ini berada di tangan penerima gadai sampai pemberi gadai 
melunasi utangnya. Selama  ada ditangan pemegang gadai, kedudukan barang 
gadai tentu saja hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya 
oleh pihak penggadai. Selain itu, pemegang gadai (murtahin) sebagai pemegang 
amanat berkewajiban untuk memelihara keselamatan barang gadai yang 
diterimanya sesuai dengan keadaan barang. Hal ini perlu dilakukan karena dalam 
pelaksanaan gadai kadang muncul permasalahan yang kemungkinan terjadi pada 
waktu pelunasan terhadap kredit. Permasalahan tersebut antara lain barang 
jaminan yang akan diambil oleh pemberi gadai (rahin) ternyata rusak ataupun 
hilang yang misalnya disebabkan karenaterbakar, basah, atau kelalaian petugas 
yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemberi gadai (rahin) yang bersangkutan. 
Dalam hal ini, pihak pegadaian syariah memberikan jaminan keamanan atas 
barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan 
diasuransikan.  
Mengenai barang yang dapat dijadikan barang jaminan dalam pegadaian 
syariah dan penanggungan risiko atas barang jaminan ini tentu telah diatur dalam 
syariat hukum Islam. Dalam hal ini penulis ingin melakukan penelitian mengenai 
tinjauan hukum Islam tentang barang jaminan dan tinjauan hukum Islam tentang 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Jaminan  
Pada Pegadaian Syariah 
Pegadaian Syariah merupakan salah satu dari lembaga keuangan syari’ah yang 
mempunyai tugas pokok menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai dan 
usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. 
Salah satu produk lembaga keuangan syariah, dalam hal ini Pegadaian Syariah 
adalah ‘pembiayaan’, yang dalam hukum Islam kepentingan  kreditur itu sangat 
diperhatikan dan dijaga sekali, jangan sampai ia dirugikan.  
Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, untuk suatu 
kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai 
jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tersebut tetap menjadi milik orang 
yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima gadai. Hal tersebut 
berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang 
Rahn bahwa “penerima barang (murtahin) yaitu pegadaian syariah mempunyai 
hak untuk menahan marhun (barang jaminan) sampai semua hutang nasabah 
(rahin) dilunasi”. Hal ini sesuai dengan asas-asas perdata dalam hukum Islam 
yaitu asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Asas ini mengandung 
arti bahwa para pihak dalam mengadakan hubungan perdata tidak boleh 
merugikan diri sendiri dan orang lain. Mengenai asas ini telah diatur dalam Al 
Qur’an yaitu QS. Al Baqarah ayat (188) dan ayat (195), QS. Al Imran ayat (130), 
QS. An Nisa’ ayat (2) dan ayat (29), QS. Al Maidah ayat (2) dan QS. At Tahrim 
ayat (6). Oleh sebab itu, kreditur dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai 
jaminan utangnya.  
Dalam dunia finansiil, barang jaminan biasanya disebut dengan objek jaminan 
(collateral) atau barang gadai (marhun) dalam gadai syariah. Barang jaminan atau 
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secara harfiah adalah sesuatu yang ditahan, digadaikan atau ditetapkan. 
Sedangkan menurut konteks syari’ah, barang gadai adalah “benda yang dijadikan 
jaminan hutang yang mempunyai nilai sesuai dengan persyaratan yang telah 
ditentukan” (H.M.Thalhah, 2007:212-213).  
Praktik di Pegadaian Syariah hanya barang bergerak saja yang dapat dijadikan 
sebagai barang gadai atau marhun. Jenis barang-barang bergerak yang dapat 
diterima sebagai barang gadai atau marhun di Pegadaian Syariah yaitu antara lain: 




b. Barang-barang elektronik, seperti:  
1) televisi 
2) radio 
3) tape recorder 




Sedangkan jenis barang yang tidak boleh diterima sebagai jaminan gadai, 
meliputi: 
a. Barang-barang milik pemerintah: 
1) Senjata api, senjata tajam 
2) Pakaian dinas 
3) Perlengkapan ABRI dan pemerintah 
b. Barang-barang yang mudah busuk 
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c. Barang-barang yang berbahaya dan mudah terbakar 
1) Korek api 
2) Mercon (petasan/mesiu) 
3) Bensin 
4) Minyak tanah 
5) Tabung berisi gas 
d. Barang yang sukar di taksir nilainya 
1) Barang purbakala 
2) Historis 
e. Barang yang dilarang peredarannya 
Ganja, opium, madat, heroin, senjata api, dan sejenisnya 
f. Barang yang tidak tetap harganya dan sukar diterapkan taksirannya 
Lukisan dan Buku 
g. Barang-barang lainnya 
1) Barang yang disewa-belikan 
2) Barang yang diperoleh melalui hutang dan belum lunas 
3) Barang titipan sementara 
4) Barang yang tidak diketahui asal-usulnya 
5) Barang-barang bermasalah (barang curian, penggelapan, penipuan, dll) 
6) Pakaian jadi 
7) Bahan yang pemakaiannya sangat terbatas dan tidak umum 
8) Ternak/binatang (Sasli Rais, 2005:137-138). 
Adanya beberapa barang bergerak yang tidak dapat dijadikan sebagai barang 
jaminan, seperti barang-barang tersebut di atas dapat dikarenakan mengingat  
keterbatasan tempat penyimpanan, sumber daya manusia (SDM) Pegadaian, 
perlunya meminimalkan risiko atau peluang dan memperhatikan ketentuan 
undang-undang yang berlaku. 
Mengenai barang gadai (marhun) yang ditentukan dalam Pegadaian Syariah 
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terbatas pada barang gadai (marhun) yang telah disebut itu saja, yang mana 
barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan hanya berupa barang bergerak saja. 
Menurut sudut pandang hukum Islam, sebenarnya semua barang baik barang 
bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dijadikan sebagai barang jaminan. 
Menurut pendapat Basyir barang gadai atau marhun harus memenuhi syarat 
sebagai berikut: 
a. Merupakan benda bernilai menurut hukum syara’ 
b. Ada wujudnya ketika perjanjian terjadi 
c. Mungkin diserahkan seketika (Muhammad Shalikul Hadi, 2003:56). 
Sedangkan menurut ulama Syafi’iah  dalam teori gadai syariah bahwa barang-
barang yang dapat dijadikan barang jaminan adalah semua barang yang dapat 
diperjualbelikan. Menurut pendapat ulama yang rajah (unggul) bahwa barang-
barang tersebut harus memiliki 3 (tiga) syarat, yaitu sebagai berikut: 
a. Barang yang akan dijadikan barang jaminan itu berupa barang yang 
berwujud nyata di depan mata karena barang nyata itu dapat 
diserahterimakan secara langsung; 
b. Barang yang akan dijadikan barang jaminan tersebut menjadi milik karena 
sebelum tetap, barang tersebut tidak dapat digadaikan; 
c. Barang yang akan dijadikan barang jaminan itu harus berstatus sebagai 
piutang bagi pemberi jaminan (Sasli Rais, 2005:69). 
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa kategori 
marhun dalam sudut pandang hukum Islam tidak hanya berlaku pada barang 
bergerak saja, tetapi juga berlaku untuk barang tidak bergerak dengan catatan 
barang tersebut dapat diperjualbelikan. Jenis barang gadai (marhun) dalam hukum 
Islam meliputi: 
a. Jenis barang gadai berupa hewan 
Jenis barang gadai berupa hewan adalah unta, sapi, kerbau, kambing, kuda, 
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digadaikan dengan diambil manfaatnya, baik untuk membawa sesuatu, 
dikendarai maupun untuk diambil air susunya. 
b. Jenis barang gadaian yang bukan hewan 
Jenis barang gadaian yang bukan hewan adalah tanah dan bangunan. Manfaat 
yang bisa diambil dari tanah adalah untuk berkebun atau membuat areal 
persawahan, disamping untuk mendirikan bangunan atau semacamnya. 
Sementara itu manfaat yang bisa diambil dari bangunan adalah untuk 
bertempat tinggal (menjadikannya sebagai rumah) dan sebagainya 
(H.M.Thalhah, 2007:213-214). 
Barang gadai (marhun) pada dasarnya mempunyai hasil atau manfaat yang 
kemungkinan dapat diambil manfaatnya atau dipungut hasilnya. Pada dasarnya, 
marhun tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rahin maupun murtahin, 
kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak 
murtahin terhadap marhun hanya sebatas menahan dan tidak berhak mengunakan 
atau mengambil hasilnya. Selama marhun berada di tangan murtahin sebagai 
jaminan marhun bih, rahin tidak berhak menggunakan marhun, kecuali apabila 
rahin dan murtahin ada kesepakatan.  
Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya barang gadai 
diambil manfaatnya atau dipungut hasilnya. 
a. Pendapat Ulama Syafi’iyah 
Mengenai pemanfaatan barang gadai (marhun), Imam Syafi’i mengatakan 
bahwa manfaat marhun adalah bagi rahin, tidak ada sesuatu pun dari marhun 
bagi murtahin. Menurut ulama Syafi’iyah bahwa rahinlah yang mempunyai 
hak atas manfaat marhun, meskipun marhun itu berada di bawah kekuasaaan 
murtahin. Kekuasaan murtahin atas marhun tidak hilang, kecuali ketika 
mengambil manfaat atas marhun tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut 
bahwa yang berhak mengambil manfaat atas marhun adalah rahin dan bukan 
murtahin, meskipun marhun berada di bawah kekuasaan murtahin. 
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1) Hadits Nabi saw, yang berarti: 
Dari Abu Hurairah dari NAbi SAW, Dia bersabda: gadaian itu tidak 
menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan 
dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan 
biaya)” (HR. Asy-Syafi’I dan Daruquthny). 
2) Hadits Nabi SAW, yang berarti: 
Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah SAW yang artinya:’ 
Barang jaminan itu dapat ditunggangi da diperah”. 
Selain hadits tersebut teradapat juga hadits Nabi SAW, yang berarti: 
Dari Ibnu Umar ia berkata, bersabda Rasulullah SAW yang artinya: 
‘Hewan seseorang tidak boleh diperas tanpa seizin pemiliknya’ (HR. 
Bukhari). 
Berdasarkan hadits-hadits tersebut, ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa 
marhun tidak lain sebagai jaminan atau kepercayaan atas murtahin. 
Kepemilikan marhun tetap ada pada rahin, karena itu hasil atau manfaat dari 
marhun adalah milik rahin. Selain itu, bahwa tasarruf yang dapat mengurangi 
harga marhun adalah tidak sah, kecuali atas izin murtahin. 
b. Pendapat Ulama Malikiyah 
Ulama Malikiyah berpendapat hasil dail dari marhun dan segala sesuatu 
yang dihasilkan dari padanya adalah termasuk hak rahin. Hasil marhun itu 
adalah bagi rahin selama murtahin tidak mensyaratkan. Apabila murtahin 
mensyaratkan bahwa hasil marhun itu untuknya, maka hal itu bisa saja dengan 
beberapa syarat: 
1) Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan; 
2) Pihak murtahin menyatakan bahwa manfaat dari marhun untuknya; 
3) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan 
apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya maka menjadi 
tidak sah. 
Alasan yang digunakan ulama Malikiyah sama dengan alasan ulama 
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murtahin adalah hanya menahan marhun yang berfungsi sebagai jaminan. 
Pihak yang berhak mengamil manfaat dari marhun adalah rahin, walaupun 
demikian murtahin bisa mengambil manfaat dari marhun dengan syarat-syarat 
yang telah disebutkan tadi. 
c. Pendapat Ulama Hanabilah 
Ulama Hanabilah lebih memperhatikan marhun, yaitu hewan atau bukan 
hewan, sedangkan hewanpun dibedakan pula antara hewan yang dapat 
ditunggangi atau diperah.dan hewan yang tidak dapat ditunggani atau diperah. 
Menurut ulama Hambaliyah apabila marhun berupa hewan yang dapat 
ditunggangi, maka murtahin dapat mengambil manfaatnya dengan 
menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin rahin. Jika marhun tidak 
dapat ditunggangi dan diperah susunya, maka dalam hal ini dibolehkan bagi 
murtahin untuk mengambil manfaat marhun dengan seizing dari rahin, 
dengan catatan marhun itu bukan disebabkan utang. 
Syarat bagi murtahin untuk mengambil manfaat marhun yang bukan 
berupa hewan adalah: 
1) Ada izin dari rahin 
2) Adanya gadai bukan sebab mengutangkan 
Sedangkan apabila marhun itu tidak dapat diperah dan tidak dapat 
ditunggangi, maka barang tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian: 
1) Apabila marhun berupa hewan, maka boleh menjadikannya sebagai 
khadam 
2) Apabila marhun bukan hewan, seperti rumah, kebun, sawah dan lain-lain, 
maka tidak boleh mengambil manfaatnya. 
Adapun alasan yang digunakan Imam Ahmad atas pendapatnya itu adalah 
sebagai berikut: 
1) Kebolehan murtahin mengambil manfaat dari marhun yang dapat 
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Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah SAW: Gadaian 
dikendarai oleh sebab nafkahnya apabila ia digadaikan dan susunya 
diminum, dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas orang yang 
mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya” (HR. Bukhari). 
Hadist lain yang dijadikan alasan murtahin dapat mengambil manfaat dari 
marhun adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Hammad: 
Dari Hammad bin Salamah ia berkata: bersabda Nabi SAW: Apabila 
seekor kambing digadaikan, maka yang menerima gadai boleh meminum 
susunya sesuia dengan kadar memberi makannya, apabila meminum susu 
itu melebihi harga memberi nafkahnya, maka termasuk riba”. 
2) Tidak bolehnya murtahin mengambil manfaat marhun selain dari barang 
yang dapat ditunggangidan diperah susunya adalah sesuai dengan hadits 
yang artinya: 
Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW, ia bersabda: Gadaian ia tidak 
menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faedahnya 
kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya” (HR. 
Bukhari). 
Hadits lain: 
Dari Ibnu Umar ia berkata, bersabda Rasulullah SAW: Hewan seseorang 
tidak bleh diperah tanpa seizing pemiliknya” (HR. Bukhari).  
d. Pendapat Ulama Hanafiyah 
Menurut ulama Hanafiyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan marhun 
yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila rahin memberi 
izin, maka murtahin sah mengambil manfaat dari marhun yang digadaikan 
rahin. Adapun alasan ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil 
manfaat dari marhun adalah sebagai berikut: 
1) Hadits Rasulullah SAW: 
Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: 
Barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah, serta atas dasar 
menunggangi dan memerah susunya wajib menafkahi” (HR Bukhari). 
Nafkah marhun itu adalah kewajiban murtahin, karena marhun berada di 
bawah kekuasaan murtahin, maka ulama Hanafiyah berpendapat bahwa 
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2) Menggunakan alasan dengan akal 
Sesuai dengan fungsi marhun sebagai barang jaminan dan kepercayaan 
bagi murtahin, maka marhun dikuasai murtahin. Dalam hal ini, ulama 
Hanafiyah berpendapat apabila marhun dikuasai rahin, berarti keluar dari 
tangannya dan marhun menjadi tidak ada artinya. Sedangkan apabila 
marhun dibiarkan tidak dimanfaatkan murtahin, maka berarti 
menghilangkan manfaat dari barang tersebut, apabila barang tersebut 
memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Jika setiap saat rahin harus datang 
kepada murtahin untuk memelihara dan mengambil manfaatnya serta 
apabila setiap kali murtahin harus memelihara dan menyerahkan manfaat 
kepada rahin,,maka hal ini akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah 
pihak. Berdasarkan hal tersebut murtahin yang berhak mengambil manfaat 
dari marhun tersebut karena murtahin yang memelihara dan menahan 
barang tersebut sebagai jaminan (Sasli Rais, 2005:54-60). 
Pendapat-pendapat dari para ulama-ulama tersebut dapat dianalisis sebagai 
berikut: 
a. Pendapat Ulama Syafi’iyah dan Malikiyah 
Kedua ulama tersebut sependapat bahwa pengambilan manfaat marhun adalah 
rahin dan murtahin tidak dapat mengambil manfaat marhun, kecuali atas izin 
dari rahin. Kedua ulama ini beralasan dari hadits Abu Hurairah dan hadits 
riwayat Ibnu Umar. Berdasarkan hadits tersebut, maka yang berhak 
mengambil manfaat marhun adalah rahin karena marhun hanya merupakan 
kepercayaan bukan penyerahan hak milik. Murtahin tidak boleh mengambil 
manfaat dari marhun, kecuali dengan seizin rahin.  
b. Pendapat Ulama Hanabilah 
Imam Ahmad berpendapat bahwa murtahin tidak dapat mengambil manfaat 
dari marhun kecuali hanya pada hewan yang dapat ditunggangi dan diperah 
susunya dan sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya. Pendapat Imam 
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Bukhari yang menunjukkan murtahin dapat mengambil manfaat atas marhun 
seimbang dengan nafkah yang telah dikeluarkan, meski tanpa seizin dari 
rahin. Hadits ini secara khusus mensyaratkan bagi binatang yang dapat 
ditunggangi dan dapat diperah saja. Berdasarkan hadits tersebut, maka pada 
hewan yang dapat ditunggangi dan diperah saja, sedangkan marhun selain itu 
pemanfaatannya tetap pada rahin. 
c. Pendapat Ulama  Hanafiyah 
Imam Abu Hanafi berpendapat manfaat marhun adalah hak murtahin. 
Pendapat ini didasarkan hadits Abu Hurairah yang mengatakan marhun dapat 
ditunggangi dan diperah susunya. Imam Bukhari dalam menafsirkan hadits 
tersebut, memahami bahwa yang berhak menunggangi dan memerah susu 
binatang adalah murtahin. Hal ini ditunjang dengan alasan yang kedua yaitu 
dengan akal bahwa marhun berada dalam kekuasaan murtahin karenanya 
murtahin pula yang berhak mengambil manfaatnya. 
Gadai mempunyai dua nilai akad yang berjalan beriringan. Di satu sisi, rahn 
merupakan akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan rahin kepada 
murtahin tidak ditukar dengan sesuatu. Dalam hal ini yang diberikan murtahin 
kepada rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Di sisi 
lain, dapat dimengerti bahwa akad ini juga bersifat komersial. Pihak yang berakad 
tidak boleh saling merugikan. Kebolehan memanfaatkan barang jaminan meski 
dengan syarat tertentu juga mengisyaratkan adanya unsur tersebut dalam akad ini. 
Dikenakan biaya jasa untuk prosedur gadai di pegadaian juga menunjukkan 
indikasi komersialnya akad ini. 
Secara umum praktik gadai tidak terpengaruh oleh perbedaan pendapat para 
ulama. Pendapat para ulama fiqh ini terhadap praktik gadai kontemporer adalah 
mengenai penguasaan dan pemanfaatan barang gadai. Praktik yang umum di 
Indonesia adalah barang gadai dikuasai oleh murtahin mengikuti pendapat imam 
Hanafiyah dan imam Malikiyah. Perbedaan yang terdapat dalam praktiknya 
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pihak rahin selalu memanfaatkan barang gadai yang dikuasainya. Ini mengikuti 
pendapat imam Hanafiyah. Implikasi pendapat para imam fiqh ini banyak 
dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, di mana praktik gadai 
bukanlah sesuatu yang tabu. Aktivitas gadai dilakukan dalam hubungan orang 
perorangan dan kelembagaan. Perbedaan, sedikit terletak  pada pemanfaatan 
barang gadai di pegadaian syariah, barang gadai yang dikuasai tidak dimanfaatkan 
dan hanya disimpan sampai ditebus kembali oleh yang menggadaikan. Ini 
mengikuti pendapat imam Malikiyah, imam Syafi’iyah dan imam Hanabilah. 
 
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko Barang Jaminan 
Pada Pegadaian Syariah 
Gadai merupakan jaminan terhadap benda-benda bergerak dengan menguasai 
bendanya oleh murtahin sebagai pemegang gadai atau dengan kata lain benda 
gadai harus ada pada penguasaan murtahin (pemegang gadai). Unsur terpenting 
dari hak gadai adalah bahwa benda yang dijaminkan harus berada dalam 
kekuasaan murtahin (pemegang gadai). Namun penguasaaan benda oleh murtahin 
(pemegang gadai) bukan untuk menikmati, memakai atau memungut hasil 
melainkan hanya untuk menjadi jaminan pembayaran hutang rahin (pemberi 
gadai) kepada murtahin (pemegang gadai). Murtahin sebagai pemegang amanat, 
berkewajiban memelihara keselamatan marhun (barang gadai) yang diterimanya 
sesuai dengan keadaan barang. 
Pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa pemegang gadai 
bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah 
terjadi karena kelalaiannya. Sehubungan dengan hal itu, Pegadaian Syariah 
sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban atas pengamanan dan 
pemeliharaan barang jaminan. Adapun pengamanan marhun dapat berupa: 
a. Mengasuransikan marhun 
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c. Melakukan penjagaan keamanan selama 24 jam 
Sedangkan pemeliharaan marhun dapat berupa: 
a. Membersihkan tempat penyimpanan atau gudang 
b. Membersihkan marhun yang kotor 
c. Menyimpan marhun di tempat yang khusus sesuai dengan jenis marhun 
Tanggung jawab intern pegawai terhadap kerusakan maupun kehilangan 
barang yang ada di kantor Pegadaian Syariah adalah tanggung jawab yang harus 
dilakukan oleh pegawai yang bertanggung jawab atas barang baik itu inventaris 
kantor maupun barang jaminan milik nasabah (rahin) yang ada di kantor maupun 
penyimpanan. Perum Pegadaian Syariah dalam menjalankan aktivitasnya, 
menerapkan suatu prosedur yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian dengan 
mengedepankan sistem ototrisasi dan pencatatan, yang secara maksimal 
mengurangi bahkan menghindarkan tindakan penyelewengan yang mungkin 
dilakukan oleh karyawan. Semua proses akad (transaksi) yang terjadi tidak 
ditentukan secara perseorangan, melainkan secara sinergis dan kolektif melalui 
suatu manajemen risiko. 
a. Bagian Penaksir 
1) Menerima barang gadai/ jaminan (marhun) dari nasabah (rahin) dan 
menetapkan biaya nilai taksiran dan uang pinjaman (maruhn bih). 
2) Membuat Surat Bukti Rahn (SBR) dan mendistribusikannya. 
b. Bagian Kasir 
1) Menerima SBR lembar asli dari nasabah (rahin) dan SBR dwilipat dari 
penaksir, selanjutnya memeriksa keabsahannya. 
2) Menyiapkan pembayaran, membubuhkan paraf  dan tanda ‘bayar’ pada 
SBR asli dan lembar kedua. SBR lembar pertama (asli) beserta uangnya 
diserahkan kepada nasabah (rahin). 
3) SBR lembar kedua didistribusikan kebagian administrasi/ pegawai 
pencatat Buku Pinjaman dan kitir bagian ‘Dalam’ SBR sebagai dasar 
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4) Pada saat pelunasan, kasir menerima dan memeriksa SBR asli tentang 
kelengkapan data dan keabsahannya. 
5) Membuat Slip Pelunasan (selanjutnya disebut SP) rangkap 2 (dua). 
6) Menerima pembayaran dari rahin berupa pokok pinjaman dan jasa simpan 
sesuai dengan tertera dalam SBR dan SP. 
7) Membubuhkan cap ‘Lunas’ dan memberi paraf pada badan SBR dan kitir-
kitirnya. 
8) Mencatat semua penerimaan dalam bentuk pelunasan pinjaman dan 
pendapatan jasa simpan dalam Laporan Harian Kas (LHK). 
9) Mendistribusikan SBR tersebut: badan SBR diserahkan kepada bagian 
administrasi, 1 (satu) Slip Pelunasan diserahkan kepada rahin untuk 
mengambil marhun, kitir SBR diserahkan kepada penyimpan/ pemegang 
gudang sebagai dasar pengeluaran.  
c. Bagian Gudang 
1) Mencatat semua transaksi pemberian pinjaman dalam Buku Pinjaman 
(BP) untuk semua golongan berdasarkan ‘Badan’ SBR yang diterima dari 
kasir dan dibuat Kas Kredit (KK) serta Buku Kas (BK). 
2) Mendistribusikan: lembar 1 BK dengan melampirkan KK dikirim ke 
kantor wilayah dan lembar 2 BK, KK, dan RP sebagai arsip. 
3) Pada akhir tutup kantor, berdasarkan Badan SBR dan BP buat 
Rekapitulasi Pinjaman (RP) dan dicatat pada IKhtisar Pinjaman dan 
Pelunasn (IPP). 
4) Menerima marhun yang telah ditempeli kitir SBR bagian luar dari 
penaksir dan BP lembar 2 (karbonis) dari bagian administrasi. 
5) Mencocokkan marhun yang telah ditempeli kitir SBR bagian luar dengan 
BP. 
6) Apabila telah sesuai antara marhun yang diterima hari itu dengan BP, 
selanjutnya dicatat dalam Buku Gudang (BG). 
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8) Pada saat pelunasan bagian gudang menerima kitir SB bagian ‘luar’ dari 
kasir sebagai dasar untuk mengambil marhun yang telah ditebus. 
9) Mencocokkan nomor kitir ‘dalam’ dan marhun, pengeluaran marhun 
dicatat dalam Buku Gudang (BG). 
10) Setiap akhir jam kerja mencocokkan BG dengan RPL yang ada pada 
bagian administrasi.  
d. Bagian Administrasi 
1) Mencocokkan barang gadai/jaminan (marhun) yang telah ditempeli kitir 
(SBR bagian luar) dengan BP. 
2) Apabila marhun yang diterima pada hari itu dianggap telah sesuai dengan 
BP, maka dicatat dalam BG. 
3) Mencocokkan saldo BG dengan IPP pada akhir jam kantor. 
4) Mencatat setiap transaksi pelunasan pada saat nasabah (rahin) melakukan 
pelunasan berdasarkan SBR yang diterima dari kasir, sesuai dengan 
golongan dan bulannya dalam Buku Pelunasan (BPL). 
5) Mendistribusikan lembar KD dan BK ke kantor wilayah dan lembar KD 
dan BK sebagai arsip. 
6) Mencocokkan RPL dengan BG setiap akhir jam kerja. 
7) Mencatat penghapusan piutang pada Buku Pinjaman (BP) yang 
bersangkutan, Buku Rekapitulasi Pelunasan (RPL), Ikhtisar Pelunasan dan 
Pinjaman (IPP), dan membuat bukti memorial rangkap 2 (dua), yang asli 
dikirim ke kantor wilayah dan tembusan untuk arsip CPS. 
8) Melaporkan realisasi penghapusan pinjaman yang diberikan ke Divisi 
Usaha Gadai Syariah Pusat dan tembusan kekantor wilayah yang dilampiri 
dengan bukti memorial.  
e. Manajer Cabang Pegadaian Syariah 
1) Memeriksa taksiran kemudian. Pemeriksaan taksiran kemudian adalah 
pelaksanaan pengawasan melekat pimpinan cabang atas taksiran marhun, 
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taksiran dilakukan setiap hari oleh pimpinan cabang (manajer atau yang 
mewakilinya). 
2) Dalam memeriksa taksiran marhun di meja penaksir, sedapat mungkin 
dipergunakan waktu yang cukup.  Pemeriksaan ini dilakukan terhadap 
marhun yang sudah ditaksir, di mana SBR telah ditandatangani oleh kedua 
belah pihak (antara rahin dan penaksir).   
3) Marhun yang lolos pemeriksaan selanjutnya dibungkus oleh penaksir yang 
bersangkutan, setelah diplombir dan dibubuhi matris (segel gadai) baik 
oleh penaksir maupun manajer CPS. 
4) Marhun yang diperiksa setiap harinya menurut besar kecilnya CPS. 
Setelah selesai pemeriksaan, maka dicatat pada Buku Pemeriksaan 
Kemudian (BPK) dengan dibubuhi keterangan tanggal dan jam 
pemeriksaan. Jika terdapat perbedaan taksiran (misal beda karat, beda 
harga pasar atau persentasenya), maka sebab-sebabnya harus ditulis di 
belakang angka taksiran. 
5) Setelah dicatat pada BPK, penaksir dan manajer CPS harus 
menandatangani setiap kitir marhun, setelah memeriksanya lebih dari satu 
kali dalam sehari. 
6) Jika manajer CPS pada jam kerja meninggalkan kantor untuk sementara 
waktu, maka selambat-lambatnya pada hari berikutnya wajib memeriksa 
taksiran orang yang mewakilinya terhadap semua marhun yang 
seharusnya ditaksir olehnya sebagai Kuasa Pemutus Pinjaman (KKP). 
Setelah kewajibannya dilaksanakan ia harus menandatangani BPK dan 
SBR dwilipatnya. Jika ia tidak menyetujui taksiran maka ia diberi 
keterangan pada formulir tersebut dan SBR, yang ditujukan bagi yang 
mewakilinya. 
7) Memeriksa taksiran 5% dan menyerahkan marhun pada penjaga gudang. 
Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah teradapat barang 
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keterangan pada SBR, atau apakah ada taksiran yang menyimpang dari 
peraturan. 
8) Sebelum dilakukan penyerahan marhun dari penaksir kepada penjaga 
gudang, manajer CPS wajib memeriksa marhun dari semua golongan, 
kecuali marhun di mana manajer CPS sendiri yang menjadi KPP atasnya. 
Pemeriksaan ini dilakukan dengan memilih nomor SBR dwilipat sesudah 
diperiksa terlebih dahulu, apakah semua SBR dwilipat telah lengkap dan 
berurutan nomornya. Jumlah minimal pemeriksaan terhadap marhun 
minimal 5% dalam satu hari, yang mencakup semua golongan. 
9) Pemeriksaan dilakukan di hadapan penaksir yang bersangkutan dengan 
membuka semua kantong marhun yang belum diperiksa dan belum 
diplombir bersama-sama, antara manajer CPS dan penaksir. Nomor-
nomor marhun yang diperiksa kemudian dicatat dalam Buku Pemeriksaan 
5%. 
10) Persetujuan manajer CPS terhadap bukti pemeriksaan dilakukan dengan 
membubuhkan paraf pada SBR dwilipat. 
11) Jika marhun yang diplombir telah dibuka maka pada waktu menutup 
kembali kantongnya, manajer CPS membubuhkan jepitan kantong untuk 
kali kedua dengan matris miliknya, sesudah diplombir kembali oleh 
penaksir yang bersangkutan. 
12) Jika terdapat beda taksir, terindikasi palsu atau adanya unsur 
penyelewengan maka dibuat Berita Acara (BA) yang terdiri dari ketiga 
orang, dengan diketuai oleh manajer CPS untuk dilaporkan kepada Direksi 
Perum Pegadaian. 
13) Jika pemeriksaan 5% dianggap selesai, marhun diserahkan kembali 
kepada pengikat/penaksir/KKP yang kemudian membubuhkan paraf pada 
Buku Pemeriksaan (BP) 5% dalam kolom yang disediakan. 
14) Marhun yang sudah diperiksa taksirannya pada taksiran kemudian harus 
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(garis merah) pada masing-masing nomor tersebut pada Buku 
Pemeriksaan (BP) 5%. 
15) Marhun yang telah diperiksa pada pemeriksaan 5%, sebelum disimpan 
terlebih dahulu harus dilaporkan kepada manajer CPS atau yang 
mewakilinya di hadapan penjaga gudang atau pegawai yang terkait 
(pengikat/penaksir dan KPP). 
16) Hitungan menurut tiap golongan harus dicatat oleh penyimpan atau 
penjaga gudang dalam formulir Buku Gudang (BG), yang selanjutnya 
dicocokkan dengan jumlah yang tertulis dalam formulir Buku Pelunasan, 
dengan berpedoman pada pelunasan hari itu. Marhun yang telah dilunasi 
harus diberi cap ‘lunas’ pada kitirnya oleh pegawai 
pengikat/penaksir/KKP, setelah sebelumnya dicocokkan dengan formulir 
buku pinjaman. Kemudian, jumlah barang yang sudah diperiksa (formulir 
4 buku gudang) dicocokkan dengan formulir IKP. 
17) Sebelum menyimpan barang, penjaga gudang harus membubuhkan paraf 
pada Buku Pinjaman dan memeriksa kembali jumlah barang, bungkusan, 
kitir dan jepitan kantong marhun, disaksikan manajer CPS atau yang 
mewakilinya. 
18) Marhun yang terpecah lebih dari satu bagian harus diperiksa banyaknya, 
bagian-bagiannya, rupanya oleh penjaga gudang. Jika sudah sesuai 
semuanya, ia membubuhkan paraf pada SBR dwilipat. 
19) Pemeriksaan persentase Uang Pinjaman (UP) terhadap taksiran. 
20) Manajer cabang mencocokkan jumlah potongan marhun dan uang 
pinjaman pada Buku Rekapitulasi Pinjaman (BRP) dengan Buku Serah 
Terima marhun, jumlah menurut Badan SBR dwilipat dan Laporan Kas 
Harian (LKH). 
21) Mencari rata-rata taksiran dan rata-rata uang pinjaman masing-masing 
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terhadap taksiran serta mengamati kemungkinan adanya perkembangan 
taksiran dan UP yang meningkat atau menurun terlalu tajam. 
22) Menghitung marhun. 
23) Berikutnya kegiatan pencocokan jumlah barang yang ada di gudang 
penyimpanan dengan saldo menurut Buku Gudang (BG). 
24) Pemeriksaan marhun. Kegiatan ini adalah kegiatan mencocokkan fisik 
marhun dengan keterangan yang tercantum pada SBR dwilipatnya. 
25) Menjaga gudang. Menjaga gudang adalah kegiatan pemeriksaan secara 
langsung ke dalam gudang menyangkut kondisi kebersihan, kerapihan dan 
keamanan gudang beserta isinya (Zainuddin Ali, 2008:60-66). 
Adapun kepada pejabat-pejabat Perum Pegadaian Syariah dilarang: 
a. 1) Berhutang uang kepada pegadaian dimana tempat mereka bekerja atau 
meminjamkan uang dengan menerima barang tanggungan buat dirinya 
sendiri, baik dengan menghutang atau meminjamkan sendiri, baik dengan 
menyuruh orang lain, mempunyai atau menyimpan surat-surat gadai, 
menebus atau menggadaikan lagi barang-barang atau menerima uang 
kelebihan. Mereka dapat melakukan setelah mendapat ijin dari atasannya. 
2) Membeli barang-barang pada lelang pegadaian manapun, baik dengan 
membeli sendiri ataupun menyuruh orang lain. 
b. Membawa masuk atau keluar dari pegadaian barang-barang yang berharga 
atau lain-lain barang yang tdak perlu dipakai setiap hari atau uang. Pejabat 
pegadaian berkuasa memeriksa bawahannya untuk mengetahui apakah 
peraturan itu tidak.dilanggar. Kekuasaaan ini juga berlaku bagi pejabat-
pejabat yang ada diatasnya. 
c. Memberi ijin kepada orang lain untuk masuk ke dalam kamar penyimpanan 
yang tidak boleh orang lain kecuali orang yang mempunyai wewenang akan 
hal itu, tetapi jika ada yang mendapatkan ijin khusus untuk itu maka 
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Selain tanggung jawab intern pegawai terhadap kerusakan maupun kehilangan 
barang yang ada di kantor pegadaian syariah maka terhadap marhun, pegadaian 
syariah melakukan aturan-aturan tertentu yang ditujukan untuk melindungi 
barang-barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah. Tindakan yang dilaksanakan 
perum pegadaian syariah adalah: mengklasifikasi dan memilah-milah tempat 
penyimpanan marhun, cara penyimpanan dan perlakuan khusus terhadap barang 
tertentu sebagai berikut: 
a. Tempat penyimpanan marhun 
1) Barang jaminan emas,perhiasan dan barang-barang kecil yang dapat 
dimasukkan kantong disebut barang kantong dengan rubrik “K”, disimpan 
dalam kamar emas 
2) Barang jaminan yang tidak masuk kantong disebut barang gudang dengan 
rubrik “G”, disimpan dalam gudang 
b. Cara menyimpan marhun 
1) Barang gudang dan barang kantong disimpan secara berkelompok 
menurut golongan dan berurutan nomernya 
2) Tiap-tiap tempat penyimpanan dalam gudang harus diberi tanda dengan 
rubrik yang jelas 
3) Selain disimpan di gudang, barang jaminan harus dijaga kebersihannya 
dan keamanannya, oleh karena itu harus dibungkus dengan alat 
pembungkus dari plastik dengan ketebalan 0,4 sampai 0,6mm 
4) Alat pembungkus dapat digunakan berulang-ulang 
5) Kitir barang jaminan harus diletakkan pada barang jaminan, bukan pada 
plastik pembungkus  
6) Apabila tidak ada keperluan gudang harus selalu dalam keadaan tetutup 
dan terkunci 
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8) Gudang tidak boleh untuk menyimpan uang atau barang pribadi milik 
pimpinan cabang ataupun pegawai 
c. Perlakuan khusus terhadap marhun berupa motor 
1) Tempat penyimpanan harus tertutup, tidak kena hujan dan panas. Untuk 
menjaga kebakaran akibat tetesan bensin dan oli yang bocor, maka motor 
dikeluarkan dan dipanaskan secara bergiliran minimal 1 minggu 2 kali 
oleh pemegang gudang. Penyimpanan barang jaminan berupa motor 
tersebut agar diatur sebaik-baiknya sehingga memudahkan arus keluar dan 
masuk barang jaminan dari gudang. 
2) Kitir barang dan surat-surat disatukan dan dipisahkan serta disimpan 
tersendiri dari barang jaminan (Azuhar Annas Alwi, 2006:87-88). 
Pegadaian Syariah sebagai penerima gadai bertanggungjawab atas segala 
risiko yang menimpa barang gadai (marhun) yang disebabkan baik karena 
kelalaiannya maupun karena suatu kejadian yang tidak diharapkan. Dalam rangka 
mewujudkan usaha-usaha kearah perlindungan marhun, selain hal-hal yang telah 
diuraikan sebelumnya maka Perum Pegadaian Syariah juga melaksanakan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Bagi calon nasabah (rahin) yang akan menggadaikan barangnya, oleh pihak 
penggadai diharuskan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
atau menunjukkan yang asli; 
Mengenai barang yang akan digadaikan bersifat khusus atau memerlukan 
surat izin seperti mobil, sepeda motor harus melampirkan surat kelengkapan 
seperti BPKB, STNK dan sebagainya. Mengenai barang gadai yang sudah 
umum dan tidak perlu surat izin khusus cukup disertai foto copy KTP karena 
pihak penggadai (murtahin) beranggapan seperti dalam Pasal 1977 KUH 
Perdata bahwa untuk barang bergerak, siapa yang menguasainya dianggap 
sebagai pemiliknya sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Tujuan dari 
persyaratan tersebut disamping pendataan juga merupakan adanya komunikasi 
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ternyata hasil curian dan sebagainya. Dalam praktek persyaratan KTP tersebut 
sebagai ukuran mengenai kewenangan atau kemampuan rahin untuk 
mengadakan perjanjian gadai pada pegadaian syariah dari segi kedewasaan 
calon rahin. Hal ini sesuai yang di syaratkan dalam rukun gadai bahwa aqid 
(orang yang bertransaksi) baik rahin maupun murtahin merupakan orang yang 
telah dewasa.  
b. Dalam melayani transaksi gadai kepada para nasabah (rahin), Perum 
Pegadaian Syariah melakukan administrasi dengan baik demi keberadaan 
marhun. Hal ini diwujudkan dengan adanya Surat Bukti Rahn (SBR) rangkap 
3 (tiga), yang asli untuk rahin, SBR yang kedua untuk disimpan pihak 
Pegadaian Syariah dan yang ketiga ditempelkan pada marhun; 
Adanya SBR mempunyai tujuan tertentu, pada saat SBR ditandatangani 
dan marhun diserahkan kepada Perum Pegadaian Syariah, maka barang 
jaminan itu menjadi tanggung jawab Perum Pegadaian Syariah sampai dengan 
marhun itu ditebus oleh pemiliknya. Dalam hal ini, Perum Pegadaian Syariah 
sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap barang 
gadai, yaitu antara lain: 
1) Bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya marhun jika hal itu 
disebabkan karena kelalaiannya 
2) Memberitahukan kepada nasabah apabila hendak menjual lelang marhun 
3) Menyerahkan kelebihan hasil penjualan lelang marhun kepada nasabah 
4) Menyerahkan marhun apabila murtahin telah membayar lunas hutangnya 
c. Dalam menjaga keamanan dan keselamatan marhun, pihak Pegadaian Syariah 
menyediakan tempat khusus untuk menyimpan marhun; 
Tindakan yang dilaksanakan Perum Pegadaian Syariah adalah 
mengklasifikasi dan memilah-milah tempat penyimpanan marhun. Cara 
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1) Barang gudang dan barang kantong disimpan secara berkelompok 
menurut golongan dan berurutan nomernya. Barang jaminan 
emas,perhiasan dan barang-barang kecil yang dapat dimasukkan kantong 
disebut barang kantong dengan rubrik “K”, disimpan dalam kamar emas. 
Barang jaminan yang tidak masuk kantong disebut barang gudang dengan 
rubrik “G”, disimpan dalam gudang 
2) Menunjuk petugas khusus untuk pemeliharaan marhun, baik barang 
kantong maupun barang gudang 
3) Pengamanan di luar waktu jam kerja, yaitu pada waktu sore dan malam 
hari dengan menunjuk petugas keamanan 
d. Perum Pegadaian Syariah melakukan pemeliharaan terhadap marhun agar 
marhun tidak mengalami kemerosotan nilai atau harga;  
Marhun yang disimpan dalam gudang secara berkala dibersihkan oleh 
petugas khusus. Marhun harus dijaga kebersihannya dan keamanannya, oleh 
karena itu harus dibungkus dengan alat pembungkus dari plastik dengan 
ketebalan 0,4 sampai 0,6 mm. Selain itu apabila tidak ada keperluan, gudang 
harus dalam keadaan tertutup dan terkunci. 
e. Perum Pegadaian Syariah atas kebijakan Kantor Pusat Perum Pegadaian 
bekerja sama dengan pihak asuransi. 
Untuk memberi rasa aman rahin dari risiko yang menimpa marhun yang 
sifatnya bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak Perum Pegadaian Syariah, 
maka atas kebijakan Kantor Pusat Perum Pegadaian bekerja sama dengan pihak 
asuransi. Apabila marhun ditimpa suatu risiko karena sesuatu yang tidak 
diharapkan dan marhun tersebut mengalami hilang atau kemerosotan nilai barang, 
maka rahin akan mendapat ganti rugi dari pihak penanggung yaitu pihak asuransi. 
Pihak pegadaian syariah meskipun telah melakukan berbagai upaya untuk 
menjaga keamanan maupun keselamatan marhun, tetap saja ada kemungkinan 
terjadinya kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan risiko pada marhun milik 
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keberadaan marhun, apabila terjadi sesuatu peristiwa yang menimpanya dan 
menimbulkan kerusakan atau hilang baik seluruh atau sebagian, sehingga 
menimbulkan kemerosotan atau hilangnya nilai marhun sejauh hal tersebut 
disebabkan karena kelalaian atau kesalahan pihak murtahin dalam hal ini 
Pegadaian Syariah. Pegadaian syariah, untuk itu harus bertanggungjawab atas 
risiko yang timbul. Beberapa bentuk tanggungjawab pegadaian syariah adalah 
sebagai berikut: 
a. Memperbaiki marhun yang rusak. 
Pegadaian syariah sebagai pemegang gadai berkewajiban untuk 
mengembalikan marhun seperti keadaan semula atau tidak cacat maupun 
rusak. Namun, seringkali pegawai pegadaian syariah melakukan kelalaian 
pada waktu penyimpanan marhun sehingga marhun yang diterima rahin tidak 
seperti keadaan pada waktu penyerahan ketangan murtahin. Pegawai 
pegadaian syariah yang bertanggungjawab atas penyimpana marhun akan 
memperbaiki langsung marhun tersebut. 
b. Memberikan biaya perbaikan. 
Pemberian biaya atau mengganti biaya yang dikeluarkan oleh rahin atas 
marhunnya yang mengalami kerusakan dapat terjadi apabila ternyata marhun 
karena kelalaian murtahin pada waktu menyimpan mengalami kerusakan yang 
serius atau tidak dapat diperbaiki oleh pihak pegadaian syariah sendiri. 
c. Mengganti dengan barang yang sejenis. 
Penggantian barang sejenis dilakukan oleh pihak pegadaian syariah 
apabila nasabah (rahin) pada waktu menebus marhunnya ternyata bukan 
miliknya dan terbukti milik nasabah (rahin) lain atau tertukar. Selain itu dapat 
terjadi karena hilangnya marhun. Penyerahan marhun untuk itu ditangguhkan 
sampai pelelangan tiba. 
Marhun yang akan dilelang tersebut diteliti mengenai jenis dan nilai yang 
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yang hilang atau tertukar akan diganti sesuai dengan marhun yang dilelang 
yang sama jenis dan nilainya. 
d. Mengganti dengan sejumlah uang. 
Mengenai penggantian dengan uang tunai sebagai bentuk dari ganti rugi 
yang dibayarkan kepada nasabah (rahin) telah diatur dalam Buku Tata Kerja 
Pekerjaan Pegadaian bahwa ganti rugi dapat diberikan kepada pemilik marhun 
yang seluruhnya atau sebagian hilang atau rusak. Hal tersebut disebabkan 
karena kekeliruan atau kelalaian maupun penggelapan yang dilakukan oleh 
pegawai pegadaian syaiah. 
e. Melaksanakan pembayaran ganti rugi sebagai akibat terpenuhinya syarat 
evenment dalam perjanjian pertanggungan atas marhun.  
Apabila marhun mengalami risiko dari peristiwa yang tidak dapat diduga, 
maka pegadaian syariah harus melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada 
nasabah (rahin) yang bersangkutan dengan jalan melakukan klaim terhadap 
perusahaan asuransi (Helmi Akhmadi, 1997:55-59). 
Selain beberapa bentuk tanggung jawab tersebut, Pegadaian Syariah 
menanggung segala kerusakan pada marhun dengan melakukan ganti rugi, 
besarnya uang ganti rugi ditetapkan sebagai berikut: 
a. Jika barang gadai hilang atau rusak sama sekali atau tidak dapat dipakai lagi, 
uang ganti kerugiannya adalah sama dengan jumlah taksiran barang ditambah 
25% (125% dari nilai taksir barang). 
b. Jika sebagian barang gadai hilang atau rusak sama sekali atau tidak dapat 
dipakai lagi, nilai ganti kerugian itu banyaknya sama dengan nilai taksiran 
sebagian barang yang rusak tersebut ditambah 25% (Azuhar Annas Alwi, 
2006:92). 
Hukum Islam telah mengatur mengenai risiko barang jaminan, apabila 
murtahin sebagai pemegang amanat telah memelihara barang gadai (marhun) 
dengan sebik-baiknya sesuai dengan keadaan barang tersebut mengalami 
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pendapat mengenai siapa yang harus menanggung risikonya. Ulama mazhab 
Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa murtahin tidak menangugung risiko 
apapun. Menurut ulama mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin 
menanggung risiko sebesar harga barang yang minimum. Penghitungan dimulai 
pada saat diserahkannya barang gadai kepada murtahin sampai hari rusak atau 
hilangnya. Berbeda halnya jika barang gadai (marhun) rusak atau hilang yang 
disebabkan oleh kelengahan murtahin. Semua ulama sepakat berpendapat bahwa 
murtahin menanggung risiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti 
kehilangan. 
Mengenai keberadaan marhun yang berada di bawah kekuasaan murtahin 
merupakan kewajiban murtahin untuk menjaga dan memeliharanya. Pihak 
pemegang gadai (murtahin) juga dilarang menggunakan marhun untuk 
kepentingannya. Sudah ada batasan-batasan yang tegas bagi para pejabat 
pegadaian sehingga memperkecil kemungkinan bagi mereka untuk mengambil 
keuntungan pribadi baik itu dengan meminjam uang, hutang uang kepada 
pegadaian tempat mereka bekerja, menerima barang gadaian milik orang lain dan 
bahkan mereka dilarang untuk membeli barang pada lelang di pegadaian baik 
dengan membeli sendiri maupun menyuruh orang lain untuk membelinya. 
Berhubung banyaknya barang milik nasabah yang dijadikan jaminan, untuk 
menjaga keamanan di pegadaian maka kepada para pejabat pegadaian dilarang 
keluar masuk tempat-tempat khusus terutama tempat penyimpanan barang. Hal 
ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesempatan bagi mereka yang tidak 
mempunyai kepetingan berhubungan dengan pekerjaannya untuk mengambil 
barang maupun menukar-nukar barang jaminan, termasuk di dalamnya dilarang 
memberikan ijin kepada orang lain yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan 
mengurus barang milik nasabah yang ada di kamar tempat penyimpanan barang 
pegadaian. Meskipun demikian untuk orang-orang tertentu yang telah mendapat 
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seperti dari kepolisian untuk kepentingan penyelidikan, pihak asuransi dan pihak-
pihak lain yang diijinkan untuk itu. 
Penanggungan risiko barang jaminan oleh pegadaian syariah tersebut telah 
sesuai dengan syariat hukum Islam bahwa jika barang gadai (marhun) rusak atau 
hilang yang disebabkan oleh kelengahan murtahin, maka murtahin menanggung 
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BAB IV PENUTUP 
A. Simpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan 
sebagai berikut: 
1. Tinjauan hukum Islam tentang barang jaminan pada Pegadaian Syariah : 
Praktik di Pegadaian Syariah, dalam hal marhun adalah dalam bentuk barang 
bergerak saja. Jenis barang-barang bergerak yang dapat diterima sebagai 
barang jaminan atau marhun di Pegadaian Syariah yaitu antara lain: 
a. Barang-barang perhiasan, seperti: emas, berlian, permata. 
b. Barang-barang elektronik, seperti: televisi, radio, tape recorder. 
c. Kendaraan, seperti: mobil, sepeda motor. 
Mengenai marhun yang ditentukan dalam Pegadaian Syariah tersebut 
memang telah sesuai dengan syariat hukum Islam. Namun, dalam sudut 
pandang hukum Islam sebenarnya semua barang baik barang bergerak 
maupun barang tidak bergerak dapat dijadikan sebagai barang jaminan dengan 
catatan barang tersebut dapat diperjualbelikan.  
Mengenai pemanfaatan marhun, dalam kelembagaan terletak perbedaan pada 
pemanfaatan marhun. Pada pegadaian syariah marhun yang dikuasai tidak 
dimanfaatkan dan hanya disimpan sampai ditebus kembali oleh yang 
menggadaikan. Ini mengikuti pendapat imam Malikiyah, imam Syafi’iyah dan 
imam Hanabilah. 
2. Tinjauan hukum Islam tentang penanggungan risiko barang jaminan pada 
Pegadaian Syarah : 
Dalam rangka mewujudkan usaha-usaha kearah perlindungan marhun, maka 
Perum Pegadaian Syariah melaksanakan berbagai upaya. Pihak pegadaian 
syariah meskipun telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga keamanan 
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kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan risiko pada marhun milik rahin. 
Pegadaian syariah, untuk itu harus bertanggungjawab atas risiko yang timbul.  
Penanggungan risiko barang jaminan oleh pegadaian syariah telah sesuai 
dengan syariat hukum Islam bahwa jika marhun rusak atau hilang yang 
disebabkan oleh kelengahan murtahin, maka murtahin menanggung risiko, 
memperbaiki kerusakan atau mengganti kehilangan. Pegadaian Syariah 
sebagai penerima gadai bertanggungjawab atas segala risiko yang menimpa 
marhun yang disebabkan baik karena kelalaiannya maupun karena suatu 




1. Perlunya peningkatan profesionalisme dari seluruh sumber daya manusia yang 
ada di Perum Pegadaian Syariah guna memberikan pelayanan yang  prima dan 
pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Serta perlunya peningkatan prinsip 
kecermatan dan kehatian-hatian bagi para pegawai Pegadaian Syariah dalam 
menerima marhun sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan peraturan di 
Pegadaian Syariah. 
2. Untuk menghindari terjadinya kerusakan dan kehilangan marhun, maka 
Perum Pegadaian Syariah hendaknya lebih meningkatkan pengamanan dan 
pemeliharaan terhadap marhun sehingga marhun selalu terjaga baik dan 
dalam keadaan bersih. Selain itu pihak pegadaian hendaknya lebih teliti dalam 
mengeluarkan barang jaminan agar tidak tertukar.  
